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ABSTRAK

Mochammad Haidar Fayyadh, 2021. INOVASI PELAYANAN E-KTP DI
MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus:Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Surabaya).

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) untuk mengetahui dan memahami
Bagaimana pelaksanaan pelayanan E-KTP publik di Dinas Kependudukan dan
Catatan sipil melaksanakan di masa pandemi Covid-19, (2) untuk mengetahui dan
memahami Apa inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

dalam pelayanan publik E-KTP ketika dimasa pandemi Covid-19.

Kajian penelitian ini merupakan studi dengan menggunakan metode
kualitatif deskriptif yang ditinjau dari data yang didapat dari lapangan.Pada
penelitian kali ini akan meneliti tentang menggunakan teori yang dikemukakan

oleh Sianipar (1998) tentang inovasi pelayanan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini
pelaksanaan pelayanan publik E-KTP di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya
hampir semuanya dilakukan dengan cara online. Karena semasa pandemi
pelayanan publik tidak bisa secara tatap muka langsung yang berguna agar tidak
menyebarnya secara masif virus Covid 19. Tidak hanya itu inovasi yang
dilakukan yaitu dengan cara membuka pelayanan E-KTP di tiap kelurahan agar
tidak mengumpul jadi satu di Dispenduk dan Capil, lalu inovasi yang lainnya
yaitu pelayanan delivey jadi untuk pengambilan E-KTP tidak perlu mengambil di
Dispenduk dan Capil.

Dalam melaksanaan pelayanan dimasa pandemi tentu ada saja hambatan
yang dialami, karena perbedaan proses pelayanan ketika sebelum adanya
pandemi. Hambatan yang lain yaitu ketika blanko E-KTP habis jadi memakan

waktu yang lama, dan hambatan itu sudah dialami sejak dulu sampai sekarang.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Online, Pandemi Covid 19.



ABSTRACT

Mochammad Haidar Fayyadh, 2021. E-KTP SERVICE INNOVATION
DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Case Study: Surabaya City Population
and Civil Registration Office)

The purpose of this study is to (1) find out and understand how the
implementation of the public E-KTP service at the Population and Civil Registry
Service during the Covid-19 pandemic, (2) to find out and understand what
innovations the Population and Civil Registry Service have made in E-KTP public
service during the Covid-19 pandemic.

This research study is a study using descriptive gqualitative methods in
terms of data obtained from the field. In this study, we will examine using the
theory proposed by Sianipar (1998) about public service innovation.

The results of the study indicate that during the COVID-19 pandemic,
the implementation of E-KTP public services at the Surabaya City Dispenduk and
Capil was almost all done online. Because during the pandemic, public services
cannot be face-to-face which is useful so as not to massively spread the Covid 19
virus. Not only that, the innovations carried out are by opening E-KTP services in
each kelurahan so as not to gather together in the Dispenduk and Capil, then
Another innovation is delivery service, so you don't need to take the E-KTP from
the Dispenduk and Capil.

In carrying out services during the pandemic, of course, there are
obstacles experienced, due to differences in the service process before the
pandemic. Another obstacle is when the blank E-KTP runs out, it takes a long

time, and that obstacle has been experienced since the past until now.

Keywords: Public Service, Online Service Innovation, Covid 19 Pandemic.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arti dari pelayanan publik adalah pelaksanaan pelayanan dengan
cara melayani suatu keperluan warga atau masyarakat dengan kepentingan
yang ditujukan kepada instansi tersebut dengan peraturan yang telah
berlaku. Instansi pemerintah sudah ditetapkan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat, dan tidak bisa melayani kepentingannya
sendiri. Instansi pemerintah sudah memberikan pelayanan kepada
masyarakat, tetapi bukan berarti instansi saja yang memberikan pelayanan
tetapi masyarakat juga mengoptimalkan kemampuan untuk melaksanakan
pelayanan yang telah diberi oleh pihakinstansi sehingga bisa mencapai
pelayanan yang optimal antara pihak instansi dan masyarakat.? Pelayanan
publik sebenarnya timbal balik antara pihak Instansi dan warga, tetapi
yang paling utama harus ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan atau
keperluanwarga.

Pelaksanaan pelayanan yang bergerak di instansi pemerintah® yaitu
melaksanakan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah

bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarkat dengan perundang-

2Sinambela, Lijan P. Rochadi, Sigit. Ghazali, Rusman. Muksin, Akhmad. Setiabudi,
Didit. Bima, Djohan. dan Syaifudin. (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori,
Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 34

3Shafrudin, Hadi. (2014). “Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD
Jendral Ahmad Yani Kota Metro”. Skripsi. Bandar Lampung, FISIP UNILA, Hal 12.
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undangan yang diterapkan. Dari penjelasan dapat diartikan instansi
pemerintahan tidak bisa sembarangan dalam melaksanakan pelayanan
kepada warga, instansi pemerintah tersbut harus menjalankan dengan
peraturan yang sudah berlaku demi memaksimalkan pelayanan yang
dijalankan.

Cara untuk mengoptimalkan pelayanan yaitu dengan cara
masyarakat harus terlibat dalam menyusun kebijakan, dengan cara instansi
pemerintah melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan yang berlaku, dan juga penyampaian pengaduan dan keluhan
dari  masyarakat.  Keikutsertaan = masyarakat  bertujuan  untuk
memaksimalkan pelayanan publik yang sudah berlaku. Contohnya, seperti
hasil survei terhadap kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang sudah
berlaku apa sudah memuaskan atau belum, agar bisa jadi bahan evaluasi
bagi pihak penyelenggara pelayanan publik.

Inovasi adalah hasil dari pemanfaatanproduk yang telah berlaku
sebelumya, lalu dikembangkan agar menjadi lebih efektif dan efisien dari
produk sebelumnya. Adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan
pada saat ini di Indonesia sangatlah penting dan berguna untuk
pengembangan inovasi pelayanan publik.*Inovasi pelayanan publik sangat
perlu dilakukan karena sebagai proses perkembangan pelaksanaan yang

dilakukan oleh instansi pemerintahan dan berguna untuk masyarakat

4Sinambela, Lijan Poltak. (2006). Reformasi Pelayanan Publik: Teori,
Kebijakan, danimplementasinya. Jakarta, Bumi Aksara.
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sebagai pengguna pelayanan publik, dan tentu saja hasil dari inovasi
tersebut sangat berguna untuk jangka kedepannya.

Inovasi pelayanan publiksebuah keharusan bagi pemerintah guna
terciptanya pelayanan publik yang lebih baik dan berkembang, dan
menguntungkan bagi kedua belah pihak dari organisasi pemerintahan
maupun masyarakat. Menurut Galbraith (1973); Schon (1967)°
mendefinisikan inovasi yaitu dari produk sebelumnya yang diperbarui
menggunakan teknologi yang baru, dan menjadikan produk tersebut
mempunyai nilai lebih. Makadari itu dapat dikatakan jika inovasi bisa lahir
dari gagasan telah ada di masa sebelumnya lalu diperbarui yang lebih
inovatif dan tentu saja pelaksanaannya lebih efektif.

Dengan berkembangnya virus covid 19 berdampak pada
pelaksanaan pelayanan publik. Virus covid 19 berkembang dengan cepat
dan berakibat buruk untuk kegiatan sosial dan ekonomi di semua sektor.
Tidak tinggal diam pemerintah menerapkan peraturan dan menata kembali
kegiatan masyarakat dalam bersosial demi menekan penyebaran virus
covid 19. Dengan membatasi kerumunan atau keramaian akhirnya
berdampak pada pelayanan publik yang tentunya bisa menimbulkan
keramaian dan bisa menyebarkan virus covid 19. Akibat adanya virus
Covid-19 juga berakibatnegatif bagi keuangan negara. Disebutkan pada
Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomer 17 Tahun 2003.Langkah

pemerintah pusat untuk memberhentikan pelaksanaan secara tatap muka

SPrawira, Maulana Arief, Irwan Noor, dan Farida Nurani. (2014). Inovasi Layanan:
Studi Kasus Call Center SPGDT 119 sebagai Layanan Gawat Darurat.
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sudah cukuplah bagus, dan tentumya organisasi pemerintah daerah harus
mematuhi tersebut dan pada akhirnya organisasi-organisasi pemerintah
daerah harus melakukan inovasi agar pelayanan publik berjalan dengan
lancar.

Dengan adanya pandemi banyak memberikan pelajaran dalam hal
mengelola suatu birokrasi. Pada keadaan sulit seperti ini instansi
pemerintah  harus tetap memberikan pelayanan publik  untuk
masyarakat.Adanya pandemi instansi pemerintah dituntut untuk
memaksimalkan teknologi dan informasi untukberjalannya sistem di
seluruh sektor pemerintah. Di masa pandemi covid 19 berubahnya sistem
pelayanan publik dari tatap muka menjadi serba online sangat berpengaruh
baik dan mengalami peningkatan drastis ketika keadaan seperti sekarang,
serta pemerintah melakukan pengoptimalan aplikasi pelayanan online
untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Keadaan saat ini menuntut
kita melakukan perubhan dengan kebiasaan baru (new normal), dan juga
instansi  pemerintah merubah kebiasaan lama dalam memberikan
pelayanan.

Rancangan pemerintah untuk menerapkan new normal membuat
masyarakat Indonesia bisa melakukan aktivitas diluar rumah, dan
berdampingan adanya resiko penyebaran virus covid 19. Untuk menekan
menyebarnya virus pemerintah menghimbau masyarakat agar selalu
melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ada. Dengan demikian

pelayanan publik secara tatap muka disituasi sekarang atau disebut New
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normal sangat diminimalisir. Hal tersebut menuntut pemerintah untuk
melakukan pelayanan publik dengan cara online, guna untuk menekan
menyebarnya virus covid 19.

Pelayanan publik yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Surabaya sudah cukup baik. Mulai dari bagian Pembuatan
E-KTP, Kartu keluarga, bagian Pencatatan sipil, Perkawinan, hingga call
centre sudah tertata dengan rapi apalagi ditambah dengan gedung yang
nyaman menambah kenyamanan peklayanan. Adanya pandemi covid
pemerintah  memberlakukan ~ new  normal,  Dberlakunya  new
normalDispenduk dan capil Kota Surabaya berusaha memaksimalkan
pelayanan publik dengan cara online.®

Pada penelitian ini penulis akan meneliti tentang, Inovasi Pelayanan
Publik di era Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surabaya menggunakan teori yang dikemukakan oleh
Sianipar (1999) menjelaskan bahwa “pelayanan publik dapat dinyatakan
sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan
aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundangan yang berlaku”.

6https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/pandemi-dispendukcapil-surabaya-
optimalkan-layanan-online
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik E-KTP di Dinas
Kependudukan dan Catatan sipil melaksanakan di masa pandemi
Covid-19?
2. Apa inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

dalam pelayanan publik E-KTP ketika dimasa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik E-KTP di Dinas
Kependudukan dan Catatan sipil mengimplementasikan perubahan
pelayanan publik di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil dalam melakukan pelayanan publik E-KTP di

masa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis, mempunyaibeberapa manfaat,
beberapa manfaat, terdapat dua aspek yaitu:
1. Aspek Teoritis
1) Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk
sumbangan pemikiran tentang pelayanan publik.
2) Bisa menjadi salah satu bahan contoh penelitian tentang pelayanan

publik.
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3) Bisa membuat contoh penulisan ilmiah tentang pelayanan publik
yang berjalan di instansi pemerintahan.
2. Aspek Praktis
Secara aspek praktis hasil penelitian bisa menemukan inovasi
pelayanan publik di Dispenduk dan Capil dimasa pandemi ini yang

semuanya dilakukan dengan cara online.

E. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, kiranya penting penulis menjelaskan
judul penelitian ini dari permasalahan yang akan penulis bahas. Dalam
penelitian ini dengan harapan agar mudah dipahami dan tidak terjadi
kesalahpahaman dan salah tafsir. Adapun judul yang penulis bahas adalah
“Inovasi Pelayanan Publik E-KTP di Masa Pandemi Covid 19 Studi
Kasus: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya”.

Untuk lebih jelasnya, akan penulis jelaskan tentang istilah - istilah
yang akan dipakai dalam pembahasan judul tersebut. Adapun istilah yang
terdapat dalam judul adalah:

1) Pelayanan Publik

Definisi dari pelayanan publik yaitu prosesmelayani dari pihak
pemerintah maupun dari swasta untuk warga, tanpa adanya pembayaran
apapun.’Ketika melaksanakan pelayanan publik pemerintah diharuskan

agar melengkapi kebutuhan dan kepentingan warga. Pada pelayanan

’Santoso, Djoenet. 2009. Administrasi Publik. Jogja: Prakarsa, hal 58.
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publik pemerintah sebagai pemberi pelayanan, diharapkan bisa
memuaskan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik.

Secara teori memang pelayanan publik diharuskan memuaskan
masyarakat, tetapi untuk menggapai kepuasan masyarakat dibutuhkan
pelayanan yang lebih baik, bisa dilihat dari penjelasan sebagai berikut:®

a) Transparansi, adalah pelayanan yang dilakukan dengan cara

tidak tertutup, dan mudah diakses untuk semua pihak yang

butuh;

b) Akuntabilitas, adalah pelayanan yang berlaku sesuai peraturan

yang ditetapkan dan bisa dipertanggungjawabkan;

c) Kondisional, adalah pelayanan publik yang mengedepankan

efisiensi dan efektivitas bagi pemerintah atauun masyarakat;

d) Kesamaan Hak, adalah pelayanan yang tidak memandang

perbedaan agama, suku, ras, dan lain-lain.

Berbanding terbalik pada realita pelaksanaan pelayanan publik
yang dilaksanakan oleh pemerintah belum bisa efektif dan efisien
dan juga kualitas sumber daya manusia masih belum berjalan
dengan optimal.Bisa diihat terdapat banyak kritik dan saran dari
masyarakat, tentunya bahwa pelayanan publik di Indonesia masih
belum berjalan dengan baik. Dengan dilakukannya kritik dan saran
oleh masyarkat bisa menjadi acuan bagi pemerintah agar berbenah

mengoptimalkan dalam melaksanakan pelayanan publik.

8Sinambela, Poltak. 2011. Reformasi Pelayanan Publik: Bumi Aksara, hal 6.
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2) Inovasi Pelayanan di Era Pandemi Covid 19

Hal terpenting dalam melakukan inovasi yaitu
meningkatkan kualitas pelayanan publik dari yang sebelumnya.
Peningkatan kualitas pelayanan publik ini harus dilakukan, karena
masyarakat menuntut pelaksanaan pelayanan publik agar dilakukan
secara maksimal agar penyelenggara pelayanan publik
segeramelakukan perubahan secara signifikan demi terciptanya
pelayanan publik yang optimal. Kritik dan saran selalu diutarakan
oleh masyarakat karena pelaksanaan pelayanan publik yang masih
memakan waktu terlalu lama, bertele-tele dan membutuhkan

banyak tenaga.

Konsep inovasi dalam kajian administrasi publik tertuang
dalam perspektif New Public Management dan Reinventing
Government.® Konsep ini menjelaskan bagaimana kemampuan
organisasi untuk survive dan meningkatkan Kkinerja dengan
mengadopsi semangat dalam sektor swasta ke sektor publik.°
Berkenaan hal tersebut, menyatakan bahwa without innovativeand
adaptive adminsitrative or managerial system, innovative policies
are doomed to failure. Artinya inovasi menjadi bagian penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan

9Taufik, & Astuti, R. S. 2020. Innovation Management of Organic Waste into Methane in
Landfill Gampong Java Banda Aceh. Proceedings of the 4th International Conference on
Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2019, 21-22 October 2019, Semarang,
Central Java, Indonesia.

1°0sborne, & Gaebler. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirits
is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley: Reading, MA.
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organisasi. Berkenaan dengan hal itu,*}juga berpendapat bahwa an
innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new
by individual or other unit of adopter”. Pandangan dari Rogers
melihat sebuah inovasi dapat dimaknai sebagai sebuah ide, praktek,
atau objek yang dianggap baru oleh individu atau satu unit adopsi
lainnya. Berdasarkan pengertian inovasi di atas dapat disimpulkan
bahwa inovasi dapat berupa sebuah temuan baru atau juga berupa
adopsi dari inovasi lainnya yang merupakan unsur penting dalam

penyelenggaraan sistem administrasi.

F. Sistematika Pembahasan
Supaya pembahasan pada penelitian ini tertuju sama sesuai judul
tersebut,Makanya itu sistematika pembahasan dijadikan sejumlah lima
bab, berikut ini adalah rinciann sistematika pembahasan:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang langkah penelitian yang
berhubungan dengan pelaksanaan penelitian secara umum.
Yang terdapat beberapa sub bab tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
definisi oprasional metode penelitian, dan sistematika

pembahasan.

1Rogers, E. M. 2003. Diffusion of Innovations (5th editio). New York: The Free Press.
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BAB Il

BAB Il

BAB IV

: KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIK

Pada bab kali ini berisi tentang beberapa sub bab yang
terdiri dari penelitian terdahulu, lalu kajian pustka dimana
didalamnya menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan
dengan judul, lalu yang terakhir yaitu kerangka teori
dimana peneliti memasukkan teori yang relevan dengan
penelitian.

: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab yang ketiga menjelaskan tentang metodologi
penelitian. Didalam metodologi penelitian terdapat
beberapa sub bab yaitu jenis pendekatan dan penelitian,
lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data dan yang terakhir
teknik analisis data

: LAPORAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan sejumlah data empiris yang
diperoleh melalui turun langsung di lapangan. Mencakup
gambaran umum Dispenduk dan Capil Kota Surabaya,
penyajian data dan analisis data tentang kebijakan yang
dikeluarkan untuk pelayanan publik di Dispenduk dan
Capil Surabaya semasa pandemi Covid-19. Analisa ini

berfungsi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan
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BAB V

pelayanan publik di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya
semasa pandemi Covid 19.

: PENUTUP

Pada bab terakhir berisi kesimpulan dan saran-saran yang

diikuti dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.
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BAB I1

KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

No. Judul Peneliti Analisis

1 Birokrasi Baru | Taufik, Hardi Dari hasil penelitian
untuk New Warsono, Dialogue | memaparkan bahwa dengan
Normal: Jurnal limu adanya pandemi membuat para
Tinjauan Model | Administrasi pegawai dituntut lebih
Perubahan Publik ISSN mengoptimalkan inovasi agar
Birokrasi Dalam | Online: 2685-3582, | pelayanan  publik tetap
Pelayanan Vol 2, Nomor 1, berjalan. Inovasi yang
Publik Di Era Juni 2020. dilakukan yaitu melaksanakan
Covid 19. pelayanan publik secara online,

pelayanan yang diberikan juga
sudah optimal sehingga bisa

meningkatkan kepuasan
masyarakat dalam
melaksanakan pelayanan

publik di masa pandemi.

Penelitian yang dilaksanakan
memiliki persamaan dengan
penelitian diatas pada metode
penelitian  Kualitatif ~ dan
persamaan yang lainnya yaitu
temanya sama-sama pelayanan
publik dan fokus penelitiannya
pelayanan publik pada era
covid 19. Sedangkan
perbedaannya  yaitu  objek
penelitiannya kalau dijurnal
tersebut  tidak  dijelaskan
tempat spesifiknya, sedangkan
saya melakukan objek
penelitian di Dispenduk Capil
Surabaya. Sedangkan
penelitian yang akan dilakukan
berupa  implementasi  dan
problematika pelayanan publik
di Dispenduk Capil semasa
pandemi Covid-19.
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Urgensi
Transformasi
Pelayanan
Publik melalui
E-Government
Pada New
Normal dan
Reformasi
Regulasi
Birokrasi.

Anggita Doramia
Lumbanraja,
Administrative
Law & Governance
Journal. Volume 3
Issue 2, June 2020
ISSN. 2621-2781
Online.

Dari hasil penelitian ditemukan
jika pelaksanaan pelayanan
pemerintahan Indonesia secara
online kalah jauh dengan
negara tetangga yakni
singapore.  Dengan  begitu
seharusnya pemerintahan
Indonesia harus
mengoptimalkan pelayanan
secara  online dengan
membawa network  service
layanan satu pintu  yang
membuahkan hasil dari sistem
administrasi publik cara lama
menjadi cara yang baru.

Pelaksanaan
mempunyai kesamaan yaitu
metode penelitian  kualitatif
dan ada lagi kesamaan yaitu
temanya sama-sama pelayanan
publik dan fokus penelitiannya
pelayanan publik pada era
Covid-19 dan pelaksanaan
pelayanan  publiknya yang
sama onlinenya. Sedangkan
perbedaannya yaitu  objek
penelitiannya kalau dijurnal
tersebut  tidak  dijelaskan
tempat spesifiknya, sedangkan
saya melakukan objek
penelitian di Dispenduk Capil
Surabaya. Sedangkan
penelitian yang akan dilakukan
berupa inovasi dan hambatan
pelayanan publik di Dispenduk
Capil semasa pandemi Covid-
19.

penelitian

Inovasi
Kebijakan

dalam Perspektif
Administrasi
Publik  Menuju
Terwujudnya
Good Public
Policy

Ahmad Sururi,
Spirit Publik
Volume 12, Nomor
2, Oktober 2017
Halaman 14-31 P-
ISSN. 1907-0489
E-ISSN 2580-
3875.

Dari hasil
memaparkan

kebijakan yang secara
substantif bisa menguatkan
untuk penyelesaian masalah
yang ada di
masyarakat.Penelitian ini
memiliki tujuan yakni untuk

penelitian

bahwa inovasi
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Governance”.

menganalisa inovasi kebijakan
agar terciptanya good public
policy govermence.

Pelaksanaan peneltian
mempunyai kesamaan yaitu
metode penelitian  kualitatif
persamaan yang lainnya yaitu
temanya sama-sama pelayanan
publik. Sedangkan
perbedaannya  yaitu  objek
penelitiannya kalau dijurnal
tersebut  tidak  dijelaskan
tempat spesifiknya, sedangkan
saya melakukan objek
penelitian di Dispenduk Capil
Surabaya. Sedangkan
penelitian yang akan dilakukan
berupa inovasi dan hambatan
pelayanan publik di Dispenduk
Capil semasa pandemi Covid-
19.

Membangun
Kualitas
Pelayanan
Publik Melalui
Peningkatan
Etos Kerja
Pegawali.

Carmia Diahloka
dan Achmad
Bardjan Shaleh,
Jurnal Reformasi,
Volume 3, Nomor
1, Januari — Juni
2013.

Dari hasil penelitian
memaparkan salah satu cara
meningkatkan kualitas

pelayanan publik yaitu dengan
melakukan etika dan etos kerja
dangan baik. Dimana dimulai
adanya rasa tanggung jawab,
lalu memperbaiki sikap maka
akan terciptanya peningkatan
pelayanan publik. Ada
beberapa faktor lain yang bisa
menjadikan pelayanan publik
lebih  baik yaiyu faktor
pendidikan dan mempunyai
keterampilan ~ yang lebih
mumpuni.

Persamaan Penelitian dengan
jurnal ini sama menggunakan
metode penelitian
kualitatiftidak hanya itu
kesamaan lainnya yaitu
temanya sama-sama pelayanan
publik. Sedangkan
perbedaannya yaitu penelitian
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yang akan dilakukan yaitu
melihat dari sisi inovasi dan
hambatan pelayanan publik
yang dialami oleh Dispenduk
dan Capil Kota Surabaya
semasa covid 19, sedangkan
jurnal tersebut berisi tentang
pembangunan pelayanan
publik dari sisi pegawainya.
Dan perbedaannya lagi kalau
dijurnal tersebut tidak
dijelaskan tempat spesifiknya,
sedangkan saya melakukan
objek penelitian di Dispenduk
Capil Surabaya.

Inovasi Kualitas
Pelayanan
Publik
Pemerintah
Daerah

Robi Cahyadi
Kurniawan,Volume
10 Issue 3, July-
September 2016:
pp. 413-. Copyright
© 2015-2016 FIAT
JUSTISIA. Faculty
of Law, Lampung
University,
Bandarlampung,
Lampung,
Indonesia. ISSN:
1978-5186 | e-
ISSN: 2477-6238.
Fiat Justisia is
licensed under a
Creative Commons
Attribution 4.0
International
License.

Dari hasil penelitian
memaparkan hasil  kerja
pemerintah bisa dinilai oleh
masyarakat berdasarkan fakta
lapangan dari pelayanan yang
dilakukan pemerintah untuk
masyarakat.Peningkatan
kualitas pelayanan publik harus
segera digalakkan di semua
lembaga instansi pemerintahan.

Tidak ada terkecuali baik
instandi  pemerintah  pusat
maupun instansi pemerintah

daerah diharuskan mempunyai
terobosan ideyang inovatif
agar terciptanya peningkatan
kualitas pelayanan publik dan

hasilnya memuaskan untuk
masyarakat.

Penelitian ini dengan jurnal
mempunyai  kesamaan yaitu
menggunakan metode
penelitian kualitatif dan
kesamaan lainnya yaitu
temanya sama-sama inovasi

pelayanan publik. Sedangkan

untuk  perbedaannya yaitu
mungkin sama tertuju di
pemerintahan  daerah tetapi

untuk jurnal tersebut tidak
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diberi tahu objek yang dituju
atau instansi pemerintah daerah
yang akan diteliti, sedangkan
yang akan saya teliti objeknya
di Dispenduk dan Capil Kota
Surabaya.

Kualitas
Pelayanan
Publik Bidang
Administrasi
Kependudukan
Di Kecamatan
Pasir Jambu

Yayat Rukayat,
Jurnal limiah
Magister IImu
Administrasi
(JIMIA) No.2
Tahun XI Juni
2017

Dari hasil penelitian
memaparkan bahwa
pemerintah selaku sarana bagi
masyarakat untuk
melaksanakan pelayanan
publik seharusnya

mengoptimalkan pemberian
pelayanan kepada masyarakat
dan bertanggung jawab penuh
atas pelayanan publik yang
telah dilaksanakan. Karena
keberhasilan pemerintah
melaksanakan pelayanan
publik bisa dinilai dari tingkat
kepuasan masyarakat.

Persamaan dengan penelitian
saya dengan jurnal ini adalah
menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif, sedagkan
tema yang diambil dijurnal
tersebut yaitu pelayanan publik
yang sama dengan penelitian
yang saya gunakan. Sedangkan
perbedaannya  yaitu jika
dijurnal  tersebut  tentang
kualitas  pelayanan  publik
sedangkan yang akan saya teliti
yaitu inovasi pelayanan publik,
perbedaan lainnya yaitu objek
penelitian  jika di  jurnal
objeknya di kecamatan pasir
jampu sedangkan yang akan
saya teliti di Dispenduk dan
Capil Kota Surabaya.

Inovasi Dalam
Pelayanan
Publik Di Mall
Pelayanan
Publik
Kabupaten

Putri Robiatul
Adawiyah. Jurnal
Fisip UMRAH
Vol. I, No. 1, 2011
: 107-113.

Hasil pada penelitian tersebut
agar mengetahui apa saja
inovasi pelayanan yang ada di
Mall pelayanan publik
Banyuwangi, slanjutnya untuk
mengetahui waktu berapa lama
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Banyuwangi.

dan persyaratan selama
menjalankan proses pelayanan
publik.

Persamaan dengan penelitian
saya dengan jurnal ini adalah
menggunakan kualitatif,
sedagkan tema yang diambil
dijurnal tersebut yaitu inovasi
pelayanan publik yang sama
dengan penelitian yang saya
gunakan. Perbedaannya yaitu
objek penelitian jika di jurnal
objeknya di mall pelayanan
publik di Kabupaten
Banyuwangi sedangkan yang
akan saya teliti di Dispenduk
dan Capil Kota Surabaya.

B. Kajian Pustaka

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik sangatlah penting buat keberlangsungan kegiatan

manusia, karena pelaksanaan pelayanan publik sendiri membutuhkan

interaksi antar sesama manusia dan melayani orang lain. Bisa diartikan

jika pelayanan adalah proses pemenuhan kegiatan dengan adanya

interaksi secara langsung, konsep pelayanan sendiri yakni aktual di

berbgagai instansi pemerintah.*?

Pelayanan yaitu sebuah proses melayani untuk pihak lain melalui

cara yang tertentu dan memerlukan interaksi dengan suatu pihak

sehingga terjadinya keberhasilan pelayanan publik dan kepuasan

?Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi,
Indikator, danimplementasinya. Yogyakarta: Gava Media, hal 11.
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masyarakat.'® Bisa dikatakan pelayanan merupakan aktivitas yang
bertujuan untuk menjadikan hubungan timbal balik antar personal atau
organisasi demi tercapainya tujuan pelayanan.

Kata publik sendiri diambil dari bahasa inggris yang
berartipublicyang mempunyai beberapa arti menjadi masyarakat,
umum, ataupun negara. Dapat dikatakan publik yaitu sebuah kelompok
kecil atau besar lalu didalamnya ada sekumpulan orang dalam jumlah
sedikit ataupun banyak dan memilliki intensitas perhatian yang tinggi
dan memiliki tujuan yang bisa dikatakan sama.**Bisa diartikan publik
yaitu suatu kepentingan yang tertuju untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat, dimana dalamnya terdapat cita-cita dan tujuan yang
sama.’®

Pelayananpublik memiliki peran penting dalam pelaksanaan
instansi pemerintah. Bisa dipahami bahwa pelayanan publik adalah
pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
Kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah semisal pelaksanaan
jasa bisa disebut dengan pelayanan publik.’® Tidak hanya itu
penjelasan dari Dwiyanto sumber terdahulu menjelaskan “what

government does is public service”.!” Dari Pemaparan diatas bisa

13Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Rineka Cipta: Jakarta, 60.

smanto Setyobudi dan Daryanto. 2014. Konsumen dan Pelayanan Prima.Yogyakarta:
Gava Media, hal 11.

5Moenir. 1995. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. hal
2. 18 Dwiyanto, Agus. 2015. Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif.
Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hal 14.

bid
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didimpulkan yaitu pemerintah yang mengatur jalannya pelaksanaan
pelayanan publik.

Dapat diartikan bahwa pelayanan publik adalah pemberian
layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat bisa
secara langsung atau tidak langsung. ¥ Mahmudi berpendapat bahwa
pelayanan publik yaitu pelaksanaan pelayanaan dari pihak yang
mengadakan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan umum dan
penyelenggaraannya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.®

Bisa disimpulkan dari penjelasan diatas, bahwa pelayanan
publik yaitu pemberian layanan yang dilaksanakan pemerintah untuk
pemenuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu pelayanan
publik diharuskan memiliki sifat yang luwes tetapi tetap berlandaskan
kepada peraturan atau perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pelayanan dari pemerintah (government service) mempunyai
makna seperti ini “the delivery of a service by a government agency
using its own employees”?yang bisa diartikan bahwa pegawai yang
ada di instansi pemerintah memberikan pelayanan seutuhnya untuk
masyarakat. Nyawa dari instansi pemerintah adalah penyelenggaraan
pelayananan publik. Pasolong berpendapat,?® pelayanan adalah

kegiatan satu orang atau organisasi yang bisa dilakukan secara

Bpuytra, Fadhilla. 2012. New Public Governance. Malang: UB Press.

®Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi limu
Manajemen YKPN. Yogyakarta. Hal 22

20Savas, E.S. 1987. “Privatization: The Key to Better Government”. New Jersey: Chatam House
Publisher. Hal 62.

21Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik, cetakan kedua. Alfabeta, Bandung.
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langsung ataupun tidak langsung bertujuan untuk terpenuhnya
kebutuhan masyarakat.?? Bisa dikatakan yaitu dalam pelayanan publik
terdiri dua aspek, yaitu demi tertujunya pemenuhan kebutuhan pihak

perseorangan atau organisasi.

Berikut ini adalah beberapa point yang menjadikan pelayanan

publik menjadi lebih baik:

a. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Dalam melaksanakan pelayanan publik perlu diperhatikan juga

prinsip-prinsip nya, berikut beberapa penjelasannya:3

1) Kesederhanaan: pelaksanaan melayani tidak bertele-tele
dan mudah untuk dipraktekkan.

2) Kejelasan: pegawai dan pejabat pemerintah bertanggung
jawab dan memberikan jalan keluar dengan adanya masalah
dan perosalan ketika penyelenggaraan pelayanan publik

3) Ketepatan waktu: penyelenggaraan pelayanan publik tidak
molor dan tepat dengan batas waktu sudah dijanjikan.

4) Akurasi: kebenaran hasil pelayanan publik diterima dengan
baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

5 Tidak diskriminatif: menoleransi adanya perbedaan agama,

ras, suku dan lain-lain.

22puytra, Fadhilla. (2012). New Public Governance. Malang : Universitas Brawijaya Press.
23|bid. Surjadi. 2009. Hal 65
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6)

8)

9

10)

11)

Bertanggung jawab:saat pelaksanaan pelayanan publik
pimpinan harus bertanggung jawab jika ada keluhan ketika
proses pelayanan publik sedang berjalan.

Kelengkapan sarana dan prasarana: sebernarnya sarana dan
prasarana adalah faktor pendukung, tetapi jika sarana dan
prasarana sudah tercukupi pasti menunjang pelaksanaan
pelayanan publik

Kemudahan akses: tempat pelaksanaan pelayanan publik
bisa terbaca oleh google maps untuk zaman sekarang, dan
tentunya juga bisa dijangkau oleh alat transportasi umum.
Kejujuran: kejujuran faktor sangat penting dan pihak
pelaksana pelayanan publik juga harus terbuka kepada
pihak pengguna pelayanan publik.

Kecermatan: lebih berhati-hati dan teliti ketika pelaksanaan
pelayanan publik sedang berlangsung.

Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: semua pegawai
yang berada di instansi pemerintah harus mempraktekkan
tiga hal ini karena juga menunjang keamanan dan
kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan proses

pelayanan publik.
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b. Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Pendapat Moenir tentang unsur-unsur pelayanan publik yakni
keempat unsur ini tidak dapat dipisahkan karena antara satu sama
lain membentuk sebuah proses kegiatan, seperti penjelasan

dibawah ini:

1) Tugas layanan

Dalam pelayanan umum pemerintah harus memberikan
pelayanan sesuai dengan tugas yang diterima untuk melayani
sesuai kepentingan masyarakat.

2) Sistem atau prosedur layanan

Yaitu dalam pelayanan umum perlu adanya sistem informasi,
prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam
memberikan pelayanan.

3) Kegiatan pelayanan

Dalam pelayanan umum kegiata yang ditujukan kepada
masyarakat harus bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan tanpa
adanya diskriminasi.

4) Pelaksanaan pelayanan

Dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah harus
mengoptimalkan program kerja yang akan dilaksanakan,
supaya bisa menghasilkan pelayanan yang tidak bertele- tele,

lebih efektif dan mudah dilakukan oleh masyarakat.
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Keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik yaitu ketika pihak
pemerintah dan masyarakat bisa berinteraksi dengan baik, jadi
tidak hanya dari pihak pemerintah saja yang membenahi program
kerjanya tetapi masyarakat juga harus lebih cermat ketika

menjalankan proses pelayanan publik.?*

c. Standar Pelayanan Publik

Pelayanan publik juga memiliki standar, ketika pelaksanaan
pelayanan publik mrmpunyai peraturan yang wajib diterapkan
pihak pemerintah selaku pemberi dan juga masyarakat selaku
penerima pelayanan publik. Tidak hanya itu saja setiap melakukan
pelaksanaan pelayanan publik juga mempunyai standar pelayanan
dan diinfokan untuk jadi kepastian bagi masyarakat selaku penerima
pelayanan publik.hal tersebut bertujuan untuk beberapa instansi
pemerintah yang ada di pusat dan daerah memberikan pelayanan
yang prima kepada masyarakat.>°Berikut ini adalah beberapa
standar pelayanan publik:
a. Prosedur pelayanan
b. Waktu penyelesaian
c. Biaya pelayanan
d. Produk pelayanan
e. Sarana dan prasarana

f.  Kompetensi petugas pemberi pelayanan publik

24Atep Adya Barata. 2003. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta:Yudhistira, 11.
25Nina Rahmayanty. 2010. Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta: Graha limu, 89.
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Pelaksanaan pelayanan publik mempunyai standar, dan standar
pelayanan publik mempunyai aturan hukum yang ditetapkan. Karena
pada pelaksanaan standar pelayanan publik didalamnya ada aturan
hukum sebagai landasan penerapannya. Sepertidimensi cognitive
didalamnya terdapayt isi tentang cara untuk mengoptimalkan
pelaksanaan pelayanan publik bertujuan mendorong instansi pemerintah

menggapai tujuannya.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik bisa dikatakan berhasil kalau melakukan
terobosan inovasi berbeda dengan dengan sistem pelayanan
sebelumnya, membuahkan hasil kemajuan yang signifikan dan bisa
lebih efektif dan efisien dari metode yang sebelumnya digunakan.
Sbagai contoh saja kemampuan bersaing dengan perusahaan yang lain
yaitu dengan cara mengoptimalkan pengemmbangan produk dan jasa
yang baru dan ketika produk tersebut jadi diperlihatkanlah produk
tersebut kepada konsumen.?®Jadi sangat memungkinkan jika setiap
perusahaan selalu melakukan inovasi terhadap barang dan jasa yang
diciptakan.

Inovasi merupakan kata yang mempunyai banyak arti sehingga jika
diterapkan ke konteks publik menjadi multitafsir.Dikarenakan yang
pertama penjelasan tentang inovasi lebih sering diimplementasikan

pada bidang bisnis daripada diimplementasikan di bidang publik.

26Thomas H Davenport. 1996. Inovasi Proses : Rekayasa-Ulang Pekerjaan melalui
Teknologi Informasi. Binaputra Aksara : Jakarta Barat, 233.
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Selanjutnya yang kedua, jika bisa diukur pelaksanaan inovasi di bidang
bisnis berbanding terbalik dengan pelaksanaan inovasi di bidang
publik.

Kochmemaparkan jika inovasi merupakan pengembangan untuk
menemukan cara yang baru dan tetap berlandaskan dari penemuan
sebelumnya, dan juga melakukan perbaikan baik secara kualitas dan
efektivitas dari layanan yang sudah berlaku sebelumnya.?’Menurut
penjelasan tersbut bisa dikatakan untuk menghasilkan sebuah inovasi
bisa melakukan cara dengan menggabungkan sumber yang baru dan
sumber yang sudah ada, dan juga bisa melakukan perubahan secara
drastis dengan menggunakan sumber yang baru lalu meninggalkan
sumber yang lama agar terciptanya pembaruan inovasi.Keberhasilan
inovasi mempunyai acuan pada produk yang baru dihasilkan,
ketetapan peraturan yang baru.

Terkait dengan inovasi tersebut, Bakerberpendapat terkait tiga tipe
inovasi. Ktiga tipe ini terus berkembang lalu menjadi lima tipe inovasi
yang telah ditambahkan dari IdeA. Berikut kelima tipe inovasi yang
telah dikemukakan oleh Baker dan IdEA:

1. Strategi/kebijakan
2. Kebijakan dan bentuk organisasi layanan/produk
3. Penyampaian layanan,

4. Proses, kebijakan dan bentuk organisasi baru,

2’Sangkala. 2013. Innovative Governance : Konsep dan Aplikasi. Surabaya : Capiya Publishing, 26.
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5. Sistem interaksi.?®

Inovasi bisa dikatakan suatu aspek yang mempunyai peran penting
untuk berkembangnya suattu instansi.Ada beberapa instansi yang
bergerak di swasta maupun pemerintah melakukan trobosan inovasi
baru bertujuan untuk menghasilkan produk baru di tengah
perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat. Inovasi juhga
bisa dimengerti sebuah perubahan yang sudah direncanakan dengan
mengadopsi penggunaan teknologi yang baru didalam instansi
pemerintah maupun swasta.?®Jadi bisa disimpulkan kalau inovasi
bergerak untuk pembaharuan menjadi lebih baru bisa dengan cara
mengandalkan gagasan-gagasan baru untuk terciptanya produk dan

jasa.

Inovasi memang menghsilkan produk berupa barang dan jasa,
tetapi tidak hanya itu saja produk dari inovasi. Produk yang dihasilkan
berupa pelayanan yang lebih prima, dan perubahan bentuk desain dari
bentuk desain produk sebelumnya. Perubahan tersebut tentu ada
prosesnya, proses tersebut berpacu dalam kebijakan instansi yang telah
ditetapkan dan melakukan kombinasi dengan inovasi yang akan

dilakukan.%®

28Sangkala. 2013. Innovative Governance : Konsep dan Aplikasi. Surabaya : Capiya Publishing, 31.
29Said, M. Mas’ud. (2007). Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press

S0Muluk, M.R. Khairul. (2008). Knowledge Management (Kunci Sukses Inovasi

Pemerintah Daera). Malang: Banyumedia.
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Inovasi pelayanan publik berarti memperbarui peraturan yang lama
menjadi peraturan yang baru, menjadikan pelayanan lebih baik,
instansi pemerintah semakin inovatif dalam bekerja, dan hasil inovasi
pelayanan publik mempunyai manfaat bagi masyarakat. Bartos
mendefinisikan inovasi yang tepat bagi sektor publik yaitu “‘suatu
perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang mengarah
kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau
kualitas output oleh suatu organisasi”. Keberhasilan inovasi pelayanan
publikbisa dilihat dari penyelenggaraan yang dilakukan oleh instansi
pemerintah, lalu produk dan metode baru yang ditetapkan apakah bisa
menghasilkan perubahan yang yang baik dan bisa melaksanakan
pelayanan publik secara efektif, efisien dan tidak bertele-tele.

Inovasi pelayanan publik bisa dikatakan pengoptimalan kebijakan
yang akan dibuat dan mempunyai standar yang dilahirkan oleh instansi
pemerintah guna untuk pengoptimalan kebijakan yang baru. Perubahan
yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus bersifat luwes, dan
lebih efisien dari sebelumnya dan bisa menjawab permasalahan yang
akan datang dengan terbentuknya kebijakan pelayanan publik yang
baru.

Karakteristik yang menonjol pada proses inovasi yang baik adalah
keberadaan motivasi yang tinggi dari perseorangan, dan kelompok
organisasi guna menemukan wawasan serta meningkatkan

pengetahuan yang terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus
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perhatian sehingga mendapatkan pemahaman utuh kemudian
digunakan untuk menyusun solusi yang dapat menstabilisasi situasi
sosial masyarakat yang bergejolak.

Menurut Suwarno, inovasi pelayanan yang dilakukan oleh instansi
pemerintah bisa memecahkan hambatan sebagai jalan keluar bagi
instansi tersebut. Pelayanan publik harus bersifat luwes tidak bisa kaku
agar bisa melakukan trobosan baru yang disebut inovasi. Inovasi yang
dilakukan instansi pemerintah bisa diartikan mempraktekkan gagasan
atau ide yang baru, dan menghasilkan perubahan yang signifikan, dan
perubahannya untuk jangka waktu yang lama dan bermanfaat bagi
masyarakat. Selanjutnya keberhasilan instansi pemerintah dalam
melakukan inovasi pelayanan publik dalam merupakan sebuah prestasi
yang membanggakan, karena banyak perubahan yang dilakukan dan
tentunya banyak hal yang dikaji dalam melakukan inovasi. Pelayanan
yang dilakukan dengan efisien, efektif dan tidak bertele-tele itu juga
sebuah keberhasilan bagi instansi pemerintah melakukan inovasi
melayani masyarakat.

Leadbeater mengemukakan pelaksanaan inovasi  dengan
membutuhkan waktu yang lama dan menghasilkan kegunaan yang luas
juga bisa dibilang keberhasilan dalam melakukan inovasi.®' Lalu

pendapat Wesr, inovasi lahir dari pikiran yang kreatif sehingga ketika

31Mulgan and Albury. 2003. UK. Cabinet Office Discussion Paper : Innovation in the Public Sector,
prime Minister’s Strategy Unit, cabinet 90 Office:UK, ver 1.9, October 2003.
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dipraktekkan pelayanan menjadi aktual. Berikut ini beberapa faktor

yang melahirkan inovasi:

1. Mempunyai challange baru di lingkup instansi pemerintah.

2. Ketika sedang proses mengoptimalkan layanan terdapat tekanan
yang kuat pada hasil akhir pelayanan tersebut.

3. Instansi yang mengoptimalkan kerja suatu kelompok agar
menghasilkan inovasi yang lebih efektif.

4. Terdapat tuntutan karena kebutuhan pelayanan yang akan dibuat
harus lebih baik.

5. Tidak terjadinya kesalahan pemahaman antar bidang di instansi

6. Mempunyai pikiran yang terbuka jika pelayanan di instansi
tersebut sedang dikritik.

7. Hubungan antar perseorangan di instansi dijaga agar tidak terpecah

belah..

Selanjutnya menurut Drucker untuk menjadikan inovasi yang lebih
sistematis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang

dilaksanakan ketika melakukan inobasi adalah:

1 Inovasi yang terarah adalah sistematis. Inovasi yang terarah
mempertimbangkan area yang berbeda, sumber-sumber yang
berbeda, kepentingan yang berbeda dan waktu yang berbeda.
Inovasi yang sistematika diawali dengan analisis peluang dan
langkah-langkah dari sederhana ke kompleks.

2 Inovasi harus efektif, sederhana dan terfokus
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3. Inovasi yang efektif dimulai dari hal yang kecil .

Bisa disimpukan inovasi pelayanan adalah penemuan gagasan yang
baru karena menemukan kebuntuan di penetapan peraturan
sebelumnya. Dalam melaksanakan inovasi dibutuhkan pikiran dan
gagasan yang kreatif dan luwes agar terciptanya pelayanan publik yang
prima dan memuaskan masyarakat. Dan juga pelaksanaan inovasi
pelayanan publik karena pada suatu tertentu harus merubah peraturan
pelayanan publik yang sebelumnya, seperti ketika ada pandemi seperti

sekarang.

3. Pelayanan Publik Masa Pandemi Covid-19

Dengan adanya pandemi seperti sekarang karena adanya covid
19 mempunyai dampak negatif bagi keberlangsungan hidup manusia di
semua negara. Adanya virus Covid-19 mendesak setiap negara di
dunia ini mengeluarkan kebijkan pembatasan sosial, jika di satu negara
tersebut sangat parah penyebaran virusnya dilakukan lockdown.
Diterbitkan kebijakan tersebut berguna untuk memutus rantai
penyebaran virus Covid-19 yang berakibat interaksi antar manusia
secara langsung tidak bisa dilakukan. dengan adanya pembatasan
sosial didalam rumah tentu menghambat interaksi antar manusia yang
menyebabkan perubahan kehidpan jika sebelum adanya pandemi untuk
memenuhi kebutuhan apapun bisa keluar rumah sekarang untuk

memenuhi kebutuhan dilakukan secara online, emang bisa keluar
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rumah tetapi harus patuh kepada protokol kesehatan yang sudah

diterapkan.

Pemerintahan Indonesia tidak tinggal diam adanya pandemi,
pemerrintah Indonesia menerbitkan peraturan yaitu PP Nomor 21
Tahun 2020 peraundang-undangan tersebut berisi Pembatasan Sosial
Berskala Besar bertujuan untuk membatasi kegiatan sosial agar virus
yang ada di Indonesia tidak menyebar secara masif. Pemerintah
Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut pada tanggal 31 Maret
2020. Ada beberapa Kota besar yang ada di Indonesia menerapkan
PSBB karena di kota tersebut padat penduduk yang bisa berakibat fatal
jika tidak diterapkan PSBB,tapi dengan diterapkannya PSBB akhirnya
sekolah diliburkan, tempat kerja banyak yang diliburkan jadi kerja dari
rumah, pelaksanaan keagamaan beberapa ada yang ditutp dan dibatasi
jumlahnya. Diterapkannya PSBB di beberapa kota yang ada di
Indonesia dengan jumlah pasien covid 19 dengan jumlah tinggi juga
berakibat buruk bagi pelaksanaan pelayanan publik. Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
mengeluarkan surat edaran Nomor 19 Tahun 2020 yang berisi adaptasi
pelaksanaan kerja untuk ASN demi menekan penyebaran virus covid
19. Sehingga terciptanya E-Goverment melayani pelayanan publik
secara online karena jam kerja ASN dikurangi dan sebagian perkerjaan

dilakukan dari rumah.
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Rachel silolock memiliki pendapat tentang E-Goverment, jika
E-goverment bisa meningkatkan efektivitas dan lebih hemat waktu
ketika melaksanaan pelayanan, dan bermanfaat bagi masyarakat juga
para pegawai di Instansi pemerintah. Terciptanya E-goverment
menjadikan ~ pemerintah  selalu  melakukan  inovasi,  dan
mengoptimalkan dalam memberikan pelayanan dan pelayanan yang
diberikan pemerintah jauh lebih modern, dan menguntungkan bagi
masyarakat. Sehingga menciptakan hubungan kemitraan dari pihak

pemerintah dan pihak masyarakat.*?

Pendapat Zhiyun fang tentang E goverment, yaitu agar
pemerintah mengoptimalkan penggunaan teknologi dan informatika
untuk pelaksanaan, dan juga menciptakan aplikasi yang ada di web
internet berguna untuk akses masyarakat ketika melaksanakan
pelayanan publik. Cara tersebut dilaksanakan agar kualitas pelayanan
publik di instansi lebih maksimal dan berkualitas, dan bisa
menguntungkan bagi masyarakat tanpa perlu membuang waktu dan

tenaga terlalu banyak.®

Rancangan pemerintah Indonesia melakukan kebiasaan baru
untuk masyarakat memang keputusan yang diambil pemerintah

Indonesia sudah cukup tepat dan baik, dan pemerintah Indonesia

32Silcock, Rachel. (2001). What is E-Government?. Parliamentary Affairs, Vol 54, Issue

1, pp 88- 101.
33Fang, Zhiyuan. (2002). E-Government in Digital Era : Concept, Practice, and

Development. International Journal of The Computer, The Internet and Management,

Vol 10, No 2, pp 1-22.
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menghimbau masyarakat boleh beraktivitas diluar rumah tetapi tetap
berhati-hati karena virus covid 19 masih ada. Jadi kebiasaan baru yang
dimaksud oleh pemerintah kita melakukan kegiatan aktifitas diluar
rumah berbeda dengan kebiasaan yang lama. Pemerintah Indonesia
membolehkan beraktifitas diluar rumah harus mematuhi protokol
kesehatan yang telah ditetapkan, bertujuan untuk meminimalisir
penyebaran virus covid 19. Dengan adanya kebijakan new normal
yang dilakukan oleh pemerintah tentu merubah kebiasaan pelayanan
publik sebelum adanya pandemi, jika sebelum pandemi pelayanan
publik dilakukan secara tatp muka sekarang adanya pandemi menuntut
instansi pemerintah dari pusat sampe daerah melakukan pelayanan

publik secara online.

Instansi pemerintah mempunyai tujuan perubahan untuk
melakukan pelayanan secara online dengan maksimal, apalagi
sekarang ada pandemi yang menuntut pemerintah melakukannya
secara online semua. Sebenarnya sudah dari dulu pemerintah
merancang penerapan pelayanan secara online seperti yang ada

dibawabh ini:

a) Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Tahun 194534
b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengembangan E-Government.®®

%4Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
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¢) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.%

d) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik.3’

e) Instruksi Presiden 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan E-Government.®

Dengan keterangan diatas bisa disimpulkan di masa pandemi
seperti ini kalau bisa pemerintah Indonesia lebih memaksimalkan
fasilitas pelayanan publik secara online. Agar bisa memaksimalkan
pelayanan secar online pemerintah harus melakukan penerapan aturan
yang baru agar pelaksanaan secara teknis bisa tertata rapi, lalu
pemerintah harus memaksimalkan informasi dan teknologi yang ada
agar pelayanan publik bisa beradaptasi dengan kondisi seperti
sekarang, dan juga para pegawai dan ASN yang ada di pemerintahan
harus lebih melek teknologi agar tidak gagap ketika menyelenggarakan

pelayanan secara online.

35Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government

%6Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
87PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik %8Instruksi Presiden 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan EGovernment
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C. Keranga Teori

Pelayanan menurut Sianipar adalah proses untuk penyelesaian
keperluan orang dengan cara membantu, mengurus kebutuhan seseorang
dan memberikan pelayanan dengan baik. Bisa diartikan pelayanan publik
memiliki objek untuk yang diberikan pelayanan ialah pihak individu dan
pihak kelompok atau organisasi. Pelayanan publik yaitu sgeala pelayanan
yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang dilakukan dengan bentuk
barang dan jasa yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan

mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.3®

Dalam pengertian pelayanan masyarakat tersebut secara konkret

menurut sianipar diutarakan beberapa hal sebagai berikut:*°

a. Instansi pemerintah mempunyai kewajiban melakukan
pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan yang menerima pelayanan adalah masyarakat.

c. Produk layanan berupa barang dan jasa untuk memenunhi
kebutuhan masyarakat dan berjalan diatas peraturan atau

perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

Pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan instansi pemerintah
ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berlandaskan atas
kepentingan dari pihak pemberi pelayanan untuk memuaskan

penerima pelayanan dengan cara yang profesional. Bisa dikatakan

%9Sianipar, JPS. 1998. Pelayanan Prima. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara-RlI, hal 5.
491bid, hal 6.
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pelayanan tersebut profesional jika seseorang atau sekelompok
mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang lain
atau bersikap profesional dalam mwnanggapi kebutuhan seseorang.
Berbeda lagi dengan pelagyanan prima, pelayanan prima yaitu
bagaimana karyawan menyikapi pelanggan dengan baik dan
melayani masyarakat secara baik dan hasilnya memuaskan
masyarakat. Dengan begitu muncul anggapan bahwa pelayanan
adalah pemerintah selalu melayani masyarakat, ada anggapan lain
jika masyarakat vyaitu raja, dikarenakan pelayanan yang

dilaksanakan pemerintah harus memenuhi kepuasan masyarakat.

Teori yang dikatakan oleh sianipar ini berhubungan sekali
dengan adanya inovasi pelayanan publik. Diamana pelayanan
publik tidak bisa jika selalu menggunakan cara lama yang tentunya
peradaban terus berjalan dan juga teknologi makin berkembang
setiap saat. Diperlukannya inovasi pelayanan publik dari masa ke
masa sangat diperlukan agar tidak tertinggal oleh perkembangan
teknologi yang terus berkembang. Tentu saja organisasi pemerintah
harus melakukan inovasi pelayanan publik dengan cara
mengandalkan teknologi yang terus berkembang semisal pelayanan
publik secara online. Tentu saja organisasi pemerinah juga
mengeluarkan peraturan perubahan pelayanan publik yang disebut
inovasi, agar masyarakat mematuhi peraturan yang telah dibuat

oleh organisasi pemerintahan.
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan dan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitupenelitian
lapangan (field research) tentang inovasi pelayanan publik di era pandemi
Covid-19. Penelitian lapangan ini dilakukan langsung di tempat atau lokasi
penelitian yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya.

Untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan perlu
dilakukannya pengamatan, wawancara, dan penelaahan lebih lanjut
terhadap suatu masalah yang ada, sehingga dari masalah-masalah yang ada
tersebut di lapangan kemudian ditemukannya suatu rumusan masalah
terhadap penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif deskriptif, yaitu suatu proses menganalisa, menjelaskan, serta
menjabarkan data dan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk yang
lebih mudah untuk dipahami dan dalam bentuk deskripsi atau penjelasan.
Disebut dengan kualitatif deskriptif dikarenakan dalam proses penelitian

ini untuk memperoleh data primernya menggunakan data yang bersifat
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verbal yakni berupa gambaran-gambaran yang diperoleh dari hasil di
lapangan.*!

Sedangkan, analisis pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu pola pikir deduktif, yaitu proses berpikir untuk memberikan suatu
kesimpulan akhir yang logis berdasarkan atas teori dan fakta-fakta yang
telah diakui validitasnya dari penelitian yang sedang dilaksanakan.
Kemudian, penarikan kesimpulannya dilakukan dengan cara penjelajahan,
penalaran atas suatu pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan
yang bersifat khusus, atau dari hal-hal yang sempit menuju ke hal-hal yang
lebih luas.

Adapun pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan karena
adanya sasaran atau objek penelitian yang memang harus dibatasi supaya
tidak terjadi pelebaran pembahasan terhadap suatu objek penelitian
sehingga data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin sesuai
dengan kebutuhan penelitian.

Selain itu, pendekatan kualitatif ini digunakan karena adanya
beberapa pertimbangan yang ada. Pertimbangan yang dimaksud vyaitu,
Pertama, penyesuaian pendekatan kualitatif ini terkesan lebih mudah
apabila dihadapkan dengan kenyataan yang jamak. Kedua, pendekatan ini
menyajikan secara langsung kenyataan yang sebenarnya terhadap

hubungan antara peneliti dan narasumber. Ketiga, pendekatan ini lebih

4Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), him. 183
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peka serta lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyaknya pengaruh akan

pola-pola nilai yang sedang dihadapi.*?

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang berlokasikan di Jalan Tunjungan
Nomor 1-3, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Kodepos 60275. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut
dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
merupakan tempat pelayanan publik yang paling mencolok. Hal ini
disebabkan karena semua pengurusan berkas penting dari Akta Kelahiran,
Kartu Keluarga, pembuatan E-KTP, dan Akta Kematian proses
pembuatannyaharus melewatiDinas Kependudukan dan Catatan Sipil
terlebih dahulu. Mengingat di situasi pandemi sekarangsemua kegiatan
harus sesuai dengan anjuran pemerintah dan protokol kesehatan, dengan
demikian peneliti berkeinginan mengetahui secara lebih dalam tentang
inovasi pelayanan publik di Dispemduk dan Capil Kota Surabayadisaat

pandemi Covid-19.

“2|bid, him. 184
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C. Metode Pengumpulan Data

1. Subjek Penelitian
Bisa diartikan subjek penelitian yaitu peneliti bisa mendapatkan
sebuah informasi atau keterangan dari narasumber. Selanjutnya yang
dijadikan pada penelitian adalah pihak-pihak dari Dispenduk dan Capil
selaku pembuat kebijakan pelayanan publik secara online di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

2. Aspek Penelitian
Ketika penyusunan skripsi ini yang menjadi aspek penelitian
adalah “Implementasi Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surabaya Dalam Pelayanan Publik Secara Online Semasa

Pandemi Covid-19”, yang meliputi:

a. Kematangan untuk menetapkan peraturan baru pelayanan
publik E-KTP semasa pandemi covid 19.
b. Kesiapan Dispenduk dan Capil mengimplementasikan

pelayanan E-KTP semasa pandemi covid 19.

D. Jenis dan Sumber Data
Lofland berpendapat bahwa sumber data yang diutamakan ketika
menggunakan penelitian kualitatif yakni tindakan dan kata-kata, namun
untuk melengkapinya bisa dari dokumen dan data yang lainnya.
Kemudian, sumber data yang paling penting ketika menggunakan

penelitian kualitatif yakni hasil wawancara dengan narasumber.
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Pada penulisan skripsi ini mempunyai 2 jenis sumber data yang akan

dilaksanakan oleh peneliti,diantaranya yakni:

1. Sumber Data Primer

Data primer bisa dibilang merupakan hasil info yang paling
utama ketika didapatkan dan memiliki otoritas yang bisa
dipertanggungjawabkan hasil temuannya. Ketikapengumpulan data
primer, dalam penyusunan penulisan data yang didapatkan ketika
melakukan wawancara kepada Ibu Sulistyawati dan Bapak
Muhammad Rosi pegawai bagian pelayanan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengenai pelaksanaan
kebijakan publik secara online. Lalu juga melakukan wawancara
dengan beberapa warga Surabaya Herlambang Aditama,
Muhammad Zidane Ferdiansyah dan Dwi Putri Novitasari yang
melakukan pelaksanaan pelayanan E-KTP yang dilakukan dimasa

pandemi covid 19.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah hasil yang bisa membantu untuk
melengkapi dari info yang telah didapat pada data primer.
Kemudian untuk data sekunder diperoleh ketika penulis menyusun
penulisan ini, yaitudari data yang diperoleh dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Jurnal, Buku,

dll.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat memberikan dampak untuk
temuanyang diperoleh ketika melaksanakanpenelitian. Pengumpulan data
bisa dilaksanakan nelalui beberapa macam cara yang disesuaikan oleh
kebutuhan penelitinya.**Pada umumnya, teknik pengumpulam data
dilaksanakan mengenai ketika peneliti menyusun info dan data yang
diperoleh yang selanjutnya berguna ketika menemukan hasil jawaban dari
rumusan masalah. Ketika mengerjakan Dalamskripsi ini peneliti memakai
beberapa caradalam pengumpulan data, berikut ini caranya :

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan
terkait suatu kondisi, keadaan maupun situasi yang sedang berkembang
di lapangan. Yang menjadi sasaran observasi adalah aktor, tempat
kejadian, waktu dan peristiwa. Guna menghimpun data dengan
menggunakan observasi maka peneliti mencoba untuk mengamati
perilaku dan proses kerja serta fenomena yang terjadi di lapangan.*
Dalam suatu penelitian peneliti terlibat dalam kegiatan aktor yang

sedang diamati, atau sebagai sumber penelitian.

Untuk mengumpulkan data secara observasi peneliti juga terjun
secara langsung mengamati kegiatan pelaku utama untuk hasil

pengamatan yang lebih baik, dan sebagai hasil utamadari penelitian

43Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R & D, (Bandung: Alvabeta, 2014), him. 137
*1bid, hal 138
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ini.* Hal ini berhubungan pada proses pelaksanaan pelayanan E-KTP
secara online yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Osbervasi ini dilaksanakan untuk
mengamati inovasi pelayanan publik E-KTP Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Observasi ini dilakukan melihat secara langsung pelayanan E-
KTP yang ada di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya. Guna lebih
menemukan data yang lebih valid peneliti juga bertanya kepada bapak
Muhammad Rosi dan Ibu Sulistyawati selaku pegawai Dispenduk dan
Capil Kota Surabaya. Tujuan observasi ini untuk mengetahui terkait
inovasi apa saja yang dilakukan Dispenduk dan Capil ketika masa
pandemi covid 19 seperti ini. Lalu juga mengertahui sejauh mana

inovasi yang sudah dilakukan Dispenduk dan Capil Kota Surabaya.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah sebuahcara agar mendapatkan info
lebih lanjut berhubungandengan hasil temuan yang telah dilakukan
penulis kepada narasumber. Dengan caratatap muka secara langsung
berguna untuk mendapatkan hasil dan jawaban yang valid yang telah
diberikan oleh narasumber yang telah diwawancarai.

Untuk penelitian ini sasaran yang diwawancarai sebagai salah
satu sumber pengumpulan data yaitu warga Surabaya yaitu

Muhammad Zidane Ferdiansyah, Herlambang Aditama, dan Dwi Putri

“Ibid, him. 64
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Novitasari selaku pengguna pelaksanaan pelayananpublik E-KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bertujuan
untuk mengetahui kemudahan dan hambatan yang dialami oleh warga
Surabaya dalam melaksanakan proses pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan wawancara tersebut penulis membawa kertas
yang berisikan beberapa isian pertanyaan yang akan dijawab secara
langsung oleh informan mengenai pelaksanaan pelayanan publik di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Untuk
menyimpan hasil dari wawancara dengan informan penulis
mengabadikannya dengan merekam jawaban yang diberikanmelalui
telepon genggam atau voice recorder sebagai sumber data dari hasil
penelitian ini.

3. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara untuk
pengumpulan data, cara lain untuk memperoleh data dari informan
adalah dengan cara dokumentasi. Pada dasarnya dokumentasi
berkaitan pada hasil seperti info dan data yang sudah didapatkan
berfungsi agar bisa mengetahui hasil penelitian yang sedang ditelusuri

dengan bentuk dokumen atau apapun bersumber bahan pustaka.*®

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data melalui
dokumentasi-dokumentasi yang bersangkutan dengan penelitian ini

seperti foto, maka dari itu peneliti menggunakan alat bantu kamera

“Rianto Adi,Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2014), him. 61
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dari telepon genggam untuk mendokumentasikan tiap momen yang

dibutuhkan saat pengumpulan data sedang dilaksanakan.

F. Teknik Pengolahan Data
Setelah data-data terkumpul melalui proses pengumpulan data,

maka data-data tersebut diolah melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing : kegiatan memeriksa kembali kebenaran data yang telah
diperoleh dari informan atau narasumber, hasil observasi, menyeleksi
foto, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang lainnya, hal ini
ditujukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan dengan cara
menyesuaikan, menambahkan atau mengurangi. Sehingga didapatkan
suatu data-data yang lebih akurat, tersusun dengan baik, sistematis,
dan juga relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian
ini.

b. Organizing : kegiatan menyusun dan mengatur kembali data-data yang
telah  diperoleh secara terstruktur sehingga nantinya dapat
menghasilkan suatu gambaran dan bahan-bahan penelitian yang jelas
dan relevan agar lebih mudah untuk dipahami.

c. Analyzing : kegiatan menguraikan dan menelaah suatu permasalahan
menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami untuk memperoleh suatu
pengertian yang tepat dan pemahaman yang mudah terhadap arti

keseluruhan.*’

4’Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 60
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G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan cara menganalisis suatu data
penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian.®® Analisis data
merupakan tahapan akhir dari sebuah proses penelitian, dan hasilnya dapat
diinterpretasikan, diberikan saran, dan dicari solusinya.**Untuk dibentuk
sebuah pemahaman agar bisa dipahami secara mudah, agar hasil yang
ditemukanbisa memberikan informasibaru kepada orang lain dan

dijadikannya ringkasan yanglogis dan bisa dipahami untuk orang lain.

Aktivitas yang dilakukan ketika menganalisa suatu data, dengan

caraanalisis deskriptif dan pola pikir deduktif:

1. Analisis Deskriptif

Yaitu suatu proses menganalisa, menjelaskan, dan
menguraikan data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih
mudah dipahami dan dalam bentuk deskripsi atau penjelasan.
Analisis deskriptif juga memberikan gambaran secara umum
tentang fenomena yang ada pada pelayanan publik E-KTP di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dimasa
pandemi Covid 19. Kemudian dianalisis apa sajainovasi pelayanan
E-KTP di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota

Surabaya.

“8Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 60
499 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya limiah,
(Jakarta: Prenada Media, 2011), him. 163
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2. Pola Pikir Deduktif
Yaitu proses berpikir untuk menyajikan suatu kesimpulan yang
logis berdasarkan teori dan fakta-fakta yang telah diakui
kebenarannya dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Penarikan
kesimpulan dilakukan dengan cara penjelajahan, penalaran atas
pernyataan yang bersifat umum menuju suatu pernyataan yang

bersifat khusus.

H. Teknik Keabsahan Data

Penggunaan teknik keabsahan data dilakukan untuk memberi
pembuktian apakah penelitian yang sedang dilakukan ini benar-benar
merupakan penelitian ilmiah sekaligus juga untuk menguji data-data yang
diperoleh dari lapangan. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian

kualitatif meliputi:

1. Meningkatkan Ketekunan
Dalam meningkatkan ketekunan pada penelitian ini, penulis
melakukan untuk menggali informasi lebih lanjut kepada informan
terkait, kemudian menambahkan serta memperdalam sumber acuan
yang dijadikan rujukan beserta literatur yang berkaitan dengan

partisipasi warga sebagai pengguna pelayanan publik secara online,
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selain daripada itu peneliti menjelaskan antara kemiripan dokumen

pendukung sama fakta-fakta di lapangan.>®

2. Triangulasi

Penggunaan teknik triangulasi dilaksanakan menggunakan cara
memilah temuan yang didapatkan dari hasil penemuannya. Setelah
itumemakai triangulasi teknik yaitumelakukan pemilahan kembali
hasil temuan terhadap sumber yang sama namun menggunakan cara
yang beda,kalau truangulasi waktu peneliti menguji keabsahandata
yang ditemukan waktu penelitian dengan waktu yang ada, yaitu dari
penulisan pra penelitian sampai melakukan penulisan laporan

penelitian.>*

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat
dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji
keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan
salah satunya menggunakan triangulasi data, berikut ini adalah yang

ada pada prosestriangulasi data:
Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil
penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang

dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

%0Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2007) him.

272

*!Ibid, him 274
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b. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian
kualitatif.Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat
ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti
nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika
penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi
sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat

dipertanggungjawabkan.

c. Dependability

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit
terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang
independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan
aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.
Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan
masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan
analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan

laporan hasil pengamatan.
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BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Sejarah dan Gambaran Umum Dispenduk dan Capil Kota
Surabaya

Kota surabaya menjadi bagian dari ibukota Jawa Timur, luas
Kota Surabaya sekitar 326.36 KM?, terdapat 31 kecamatan dan 154
kelurahan. Jumlah warga Surabaya sejumlah 3.129.032 warga. Dari
tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah penduduk Kota Surabaya kian
mengalamipeningkatan, sehingga dengan adanya peningkatan
inidibutuhkan pemenuhan kebutuhan terhadap pelayanan di bidang
administratif.

Oleh karena itu, Dispenduk Capil Kota Surabaya
dimohonuntuk dapat melayani kependudukan dan pencatatan sipil
yang mumpuni terutama ketika pelaksanaan kepengurusan dari E-KTP,
kartu keluarga, akta kelahiran maupun akta kematian. Namun pada
kenyataannya, latar belakang warga Surabaya kebanyakan sebagai
pekerja ataupun profesi lainnya. Dikarenakandari berbagai macam
jenis profesiyang ditekuni oleh warga Surabaya, tentunya sebagian
besar warga hanya mempunyai waktu yang sebentar ketika pengurusan

di Dispenduk Capil. Oleh karena itu, Dispenduk Capil Kota Surabaya
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dituntut untuk mampu melaksanakan dengan penyesuaian kondisi
warga dan bisa memuaskan warga ketika melakukan pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki fungsi
untuk menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan publik di sektor
pelayanan kependudukan di tingkat daerah. Seperti yang dijelaskan
dalamUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan mengenai definisi dari
pelayanan  kependudukan, vyang berbunyi : “Administrasi
Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Kemudian dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 j.0o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
pelayanan Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 berbunyi : “Administrasi
Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Ketika melaksanakan pelayanan di sektor pelayanan

kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
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Surabaya dikasih tugas agar mengelola dengan baik. Mengenai
jangkawaktu untuk mengurus dokumem,sudah ada di Peraturan Wali
Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2018 j.o PeraturanWali Kota Surabaya
Nomor 59 Tahun 2016.

Dalam proses pelayanan ini tentunya tidak berjalan dengan
mulus terkadang juga terdapat beberapa suatu hambatan semisal
lamanya antrian jika dilakukan secara offlne di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) selalu padat setiap hari kerja,
kemudian berkas-berkas yang menumpuk di Dispenduk Capil sebagai
bagian dari proses verifikasi, kelompok miskin, buta huruf,
penyandang cacat, lanjut usia (lansia) yang memiliki keterbatasan,
merasa kesulitan dikarenakan jumlah petugas di Dispenduk Capil tidak
bisa leluasa mendampingi warga Surabaya yang perlu pendampingan

lebih lanjut.

Profil Dispenduk dan Capil Kota Surabaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk dan
Capil) Kota Surabaya berada dibawah naungan Pemerintah Kota
Surabaya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2018 tentang Perda, Perwali tentang perubahan Surabaya Nomor 59
Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, fungsi dan tygas,
dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surabaya, menunjukkan bahwa bekerja dan di awasi secara langsung

oleh Pemerintah Kota Surabaya.
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3. Letak Geografis Dispenduk dan Capil Kota Surabaya

Kota Surabaya menduduki posisi nomor 2 (dua) dari 6 (enam)

kota besar yang ada di negara ini. Total warganya sekitar3.000.000

warga. Luasan wilayahnya sekitar 33.451,14 Hektare. Seera terdiri 31

Kecamatan dan 154 kelurahan didalamnya.

Capil,

Dari luasnya Kota Surabaya, letak geografis Dispenduk dan

berlokasikan di Jalan Tunjungan Nomor 1-3, Kecamatan

Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kodepos 60275. Lebih

tepatnya letaknya ada di tempat bersejarah di Kota Surabaya atau yang

biasa disebut dengan Siola oleh warga sekitar Surabaya.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Dispenduk dan Capil Kota Surabaya

a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai

fungsi sebagai berikut :

3)

b)

d)

Melaksanakan pemrosesan teknis perizinan / non perizinan /
rekomendasi sesuai dengan bidangnya;

Menyusun bahan penetapan kebijakan pendaftaran penduduk;
Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis,
advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran
penduduk;

Melaksanakan  koordinasi  penyelenggaraan  pendaftaran

penduduk;
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9)
h)

J)

Memantau, = mengevaluasi dan  membuat  pelaporan
penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
Membina dan mengembangkan sumber daya manusia
pengelola pendaftaran penduduk;
Mengawasi atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dengan
sistem administrasi meliputi :
I Pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan
bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing;
iIl.  Pendaftaran dan penerbitan dokumen kependudukan
bagi orang terlantar;
il Verifikasi data ganda;
V. Pendaftaran dan penerbitan dokumen pindah datang
bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing antar
Kota / Kabupaten / Provinsi / Negara;
v.  Pendaftaran dan penerbitan dokumen dan peristiwa
kependudukan lainnya.
Melaksanakan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang
yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

68



b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud

pada Pasal 3 ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

mempunyai fungsi sebagai berikut :

3)

b)

d)

9)

h)

Melaksanakan pemrosesan teknis perizinan/non
perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
Menyusun  perumusan  bahan  penetapan  kebijakan
pelayanan pencatatan sipil skala Daerah;
Melaksanakan fasilitasi, sosialisai, bimbingan teknis,
advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pelayanan
pencatatan sipil skala Daerah;
Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan
pencatatan sipil skala Daerah;
Memantau dan  mengevaluasi  serta  melaporkan
penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil skala Daerah;
Membina dan mengembangkan sumber daya manusia
pengelola pelayanan dan pencatatan sipil skala Daerah;
Mengawasi atas penyelenggaraaan pelayanan pencatatan
sipil skala Daerah;
Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil dan sistem
administrasi kependudukan skala Daerah meliputi :

1.  Pencatatan mengenai Kelahiran;

2. Pencatatan mengenai Lahir Mati;
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3. Pencatatan mengenai Perkawinan;
4.  Pencatatan mengenai Perceraian;
5. Pencatatan mengenai Kematian;
6. Pencatatan mengenai  Pengangkatan  Anak,
Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;
7.  Pencatatan mengenai Perubahan Nama;
8.  Pencatatan mengenai Perubahan Status
Kewarganegaraan;
9.  Pencatatan mengenai peristiwa penting lainnya;
10.  Pencatatan mengenai perubahan ataupun
pembatalan akta;
11.  Penerbitan mengenai dokumen kependudukan hasil
pencatatan sipil;
12.  Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

1) Melaksanakan perhitungan pelaporan indikator kinerja
bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan
strategis;

J) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Visi dan Misi Dispenduk dan Capil Kota Surabaya
» Visi

“Pelayanan Prima Tertib Administrasi Kependudukan 2016 —2020”
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» Misi

Meningkatkan pelayanan di bidang Kepedudukan dan
Pencatatan Sipil,
Meningkatkan pelayanan informasi kependudukan,

Mengkoordinasi pengendalian mobilitas penduduk.

> Motto

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil makin mudah dan

dekat dengan masyarakat.

6. Struktur Organisasi Dispenduk dan Capil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPL
INEESNEENNEERREERE
(- KELOMPOK JABATAN 1 SEKRETARIAT
L FUNGSIONAL ]
rrrrrrIrTrT ~rrr1riI l
[ | |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM
PERENCANASN KEUSNGAN DAN KEPEGAWALAN
[ | [ |
BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN BIOANG PENGELOLAAN BIDANG
PENDAFTARSN PENCATATAN SIPIL INFORMAS! AD MINISTRASI PEMENF AATAN DATA
PENDUDUK NEPENDUDUNAN DAN INOVAS! PELAYANAN
| | e M—
SEKSIIDENTITAS SEKSI KELAHIRAN SEKS! SISTEM INFORMAS! gimlgws‘
PENDUDUK | DAN KEMATIAN | ADMINISTRAS! B PELAYANAN
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B. Analisis dan Pembahasan Penelitian

1. Perbedaan Pelayanan E-KTP sebelum dan sesudah adanya pandemi

Covid 19 di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A) Pelayanan Publik E-KTP sebelum adanya pandemi Covid 19

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Dispenduk dan Capil
Kota Surabaya sebelum adanya pandemi covid 19 memanglah sudah
efektif untuk melakukan pelayanannya. Pelayanan publik di Dispenduk
dan Capil Kota Surabaya sebelum pandemi covid 19 terkadang ada
terjadinya human error, karena masih bisanya tatap muka secara
langsung antara pihak pengguna pelayanan publik Dispenduk dan
Capil Kota Surabaya dengan para pegawai Dispenduk dan Capil Kota
Surabaya. Sebelum adanya pandemi ini juga pekerjaan para pegawai
Dispenduk dan Capil ini butuh tenaga ekstra karena harus memilah

berkas yang sudah dibawa oleh warga lalu dimasukkan ke komputer.

Memang cara tersebut memerlukan waktu dan tenaga lebih
banyak, sepererti halnya jika kita mau mengurus sesuatu Kkita harus
pergi ke kantor Dispenduk dan Capil Kota Surabaya untuk melakukan
pengurusan dokumen atau berkas penting seperti pengurusan E-
ktp.Tidak hanya itu juga, warga membawa berkas-berkas persyaratan
yang harus kita bawa dan juga ada beberapa yang harus di fotocopy.
Belum lagi kalau proses pengurusan pelayanan publik E-KTP di

Dispenduk dan Capil Kota Surabaya tidak bisa jadi langsung pada hari
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itu harus nunggu beberapa hari lagi untuk jadi dan kita pergi lagi ke
kantor Dispenduk dan Capil Kota Surabaya untuk mengambilnya.
Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Muhammad Rossi bagian

pelayanan:

“Untuk perbedaan melakukan pelayanan E-KTP sebenarnya
lebih enak sebelum adanya pandemi ya, karena untuk
perekaman E-KTP sendiri masih dibutuhkan secara langsung
datang ke kantor siola tetapi ada juga human error mas kalo
secara langsung, tetapi emang butuh waktu yang agak lama
karena kita sendiri masih mengupload data dari masyarakat

dimasukkan ke komputer, dan juga warganya harus wara wiri
» 2952

ke kantor mas untuk pengurusan ini

Sebenarnya Dispenduk dan Capil Kota Surabaya sudah
mengatasi permasalahan tersebut agar masyarakat Surabaya sebagai
pengguna pelayanan publik tidak memakan waktu terlalu lama.
Dispenduk dan Capil Kota Surabaya mengatasi permasalahan tersebut
menciptakan aplikasi KLAMPID. Jadi kita bisa melakukan secara
online, meskipun masih belum semuanya hanya beberapa step saja dan
kita juga masih perlu datang ke Dispenduk dan Capil Kota Surabaya,
tetapi dengan cara tersebut masyarakat Surabaya bisa menghemat
waktu dan tenaga dibanding jika semuanya harus dilakukan secara

offline. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sulistyawati

selaku pegawai Dispenduk dan Capil bagian pelayanan E-KTP:

“Untuk melakukan pelayanan secara online sebelum pandemi
sebenarnya sudah ada, namun masih belum efektif dan cara
yang dilakukan cuma mengupload persyaratan saja, nanti
setelah mengupload baru bisa datang ke Dispenduk untuk

52BapakMuhammad Rosi — pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian
pelayanan publik. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 26 November 2020 pukul 09
35.
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melakukan pengajuan pengurusan dan untuk pengambilan
antriannya juga tidak bisa online harus datang ke
Dispenduk. 3

Menurut apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Rosi dan Ibu
Sulistyawati, pelayanan bagian E-KTP di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surabaya duah baik dan tertata rapi. Karena
masih dilakukan secara langsung pasti adanya miss komunikasi antara
warga dan pegawal yang bisa membuat bertambahnya waktu
pengurusan. Pada sebelum pandemi covid 19 sebenarnya udah ada
pelayanan secara online tetapi sering error dan banyak warga Surabaya
yang belum tahu.

Berikut contoh prosedur pelayanan publik bagian E-KTP di
Dispenduk dan Capil Kota Surabaya sebelum adanya pandemi Covid
19:

» Bagian Perekaman E-KTP
e Pemohon mengajukan permohonan;
e Petugas Loket memverifikasi berkas persyaratan, Jika berkas
tidak sesuai dikembalikan ke pemohon;
e Petugas agenda mengagendakan berkas;
e Petugas Operator memverifikasi data untuk perekaman KTP

elektronik;

53lbu Sulistyawati — Pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian pelayanan
publik E-KTP. Wawancara dilakukan pada hari Jum’at, 28 Juni 2021 Pukul 13.15.
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Petugas Operator melakukan input NIK dan mencetak Suket
Non-Barcode bagi pemohon vyang baru melakukan
perekaman KTP-elektronik;

Pemohon menerima Surat Keterangan Non-Barcode yang
sudah jadi.

Persyaratan ketika Perekaman E-KTP :

Fotocopy KTP Non elektronik atau fotocopy Kartu Keluarga.

» Bagian Pencetakan E-KTP

Pemohon memberikan dokumen yang ada biometriknya;
Penjaga loket kemudian memverifikasi dan melakukan
validasi data mengenai identitas pemohon yang terkena
biometrik;

Petugas Operator cetak melakukan Encode data dan
kemudian melakukan cetak KTP-el;

Pemohon menerima fisik KTP — Elektronik.

Persyaratan ketika Pencetakan E-KTP :

a. Sudah melaksanakan perekaman KTP —el;

b. KTP Non-el (KTP lama);

c. Fotocopy KK;

d. Surat Pengantar dari Kecamatan;
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B) Pelayanan E-KTP sesudah adanya pandemi covid 19
Melihat pelayanan publik di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya

yang terus berbenah menjadi lebih baik di masa pandemi covid 19,
pelayanan publik sudah diupayakan agar tidak menimbulkan
kerumunan orang di kantor Dispenduk dan Capil Kota Surabaya. Di
tempat-tempat biasanya yang menimbulkan banyak warga mengajukan
permohonan seperti di kantor Dispenduk dan Capil Kota Surabaya
yang sangat sudah dibatasi dari layanan yang bertatap muka secara
langsung, terkecuali hanya untuk melakukan perekaman E-KTPsaja
yang masih buka, untuk pengurusan pelayanan lainnya sudah

dilakukan secara online yang diarahkan ke website KLAMPID.

Penerapan pelayanan publik secara daring ketika masa pandemi
covid 19 agar menekan resiko penularan antara pemohon dengan
pemohon lainnya atau antara pemohon dengan petugas pelayanan
publik di area kantor Dispenduk dan Capil Kota Surabaya. Petugas
pelayanan publik mengarahkan pelayanan secara daring untuk
melakukan proses pengurusan E-KTP. Dari pihak Dispenduk dan
Capil berharap warga Surabaya bisa mengurus sendiri secara online,
tetapi tetap saja ada juga warga yang tidak bisa mengurus sendiri
secara online. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu
Sulistyawati selaku pegawai Dispenduk dan Capil bagian pelayanan E-

KTP:

“Ketika pandemi seperti ini pelayanan E-KTP dialihkan dengan
daring agar tidak menimbulkan kerumunan di Dispenduk, untuk
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pelayanan yang ada di kantor Cuma pelaksanaan perekaman sidik
jari dan irirs mata untuk kuota yang melakukan perekaman juga
sudah dibatasi, untuk yang lainnya semua dilakukan secara
online”>*

Dari pendapat Ibu Sulistyawati, Dispenduk dan Capil Kota
Surabaya sudah meminimalisir untuk menimbulkan keramaian. Tetapi
ada beberapa cara yang tidak bisa dilakukan secara daring yang bisa
dilakukan secara langsung tetapi jumlah orang yang datang di
Dispenduk dan Capil Kota Surabaya juga dibatasi. Dengan adanya
pembatasan warga yang datang di Dinas Penduduk dan Capil Kota

Surabaya berguna untuk menekan penyebaran virus Covid 19.

Berikut contoh prosedur pelayanan publik bagian E-KTP di

Dispenduk dan Capil Kota Surabaya semasa pandemi covid 19:

1) Buka situs website klampid.disdukcapilsurabaya.id Silakan

login menggunakan akun dan kata sandi (password) yang
sudah didaftarkan.

2) Setelah melakukan log-in, maka akan ditampilkan dashboard
utama dan silakan pilih menu e-KTP untuk mengajukan cetak
KTP elektronik.

3) Tampilan akan menjadi informasi terkait pengajuan cetak KTP
elektronik. Pemohon hanya dapat mengajukan cetak KTP
elektronik sesuai NIK yang didaftarkan saat membuat akun.

4) Untuk mengajukan permohonan, klik menu pengajuan.

%4bu Sulistyawati — Pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian pelayanan
publik E-KTP. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 28 Juni 2020 Pukul 13.15.
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5 Pemohon akan dikunci NIK dan nama yang mengajukan cetak
KTP Elektronik. Pemohon perlu memilih alasan pengajuan
cetak KTP Elektronik dan mengunggah dokumen persyaratan
yang dibutuhkan.

6) Pemohon klik simpan untuk menyelesaikan permohonan

7) Pemohon menunggu untuk pengajuannya diverifikasin oleh
petugas Disdukcapil Surabaya. Setelah diverifikasi , pemohon
dapat mencetak e-kitir sebagai tanda terima pengambilan untuk
mengambil KTP elektroniknya jika sudah tercetak. Buka menu
status pengajuan.

8) Klik download untuk mencetak ekitir permohonan.

9) Pemohon dapat mencetak ekitir sebagai tanda terima yang
dibawa untuk mengambil KTP elektronik jika sudah tercetak.

10) Jika pengajuan ditolak oleh petugas, maka pemohon tidak
dapat mencetak ekitir sebagai tanda terima pengurusan
pengajuan cetak KTP elektronik dan pemohon diberikan pesan

mengapa pengajuannya ditolak.

2. Inovasi Pelayanan E-KTP yang Diterapkan oleh Dispenduk dan Capil

Semasa Pandemi Covid 19

a) Pelayanan Publik E-KTP Secara online
Dengan adanya pandemiCovid-19 ini membuat Pemerintah
Kota Surabaya dituntut untuk membuat inovasi yang memberikan

respon positif kepada masyarakat Kota Surabaya agar tetap
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memberikan layanan yang primapada masyarakat sesuai dengan visi,
misi, dan motto. Inovasi pada bagian publik adalah sesuatu hal yang
mutlak dan berjalan sesuai cita-cita pemerintah agar melahirkan
pelayanan publik yang berkelas, walaupun kondisi sekarang ini
terhalang oleh adanya pandemi Covid-19. Dengan demikian,
diharapkan supaya kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan tetap
fokus pada tujuan utama untuk melakukan inovasi.Inovasi pelayanan
publik semasa pandemi ini dapat berupa pelayanan yang diberikan

secara online.

Covid-19 dikarenakan awal munculnya di tahun 2019,
diketahui bersama sudahtersebar di seluruh dunia. Dan efeknya sangat
buruk bagi segala sektor ekonomi, dan keberlangsungan hidup. Tidak
sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat adanya pandemi
Covid-19 ini dikarenakan semua kegiatan yang serba di batasi, untuk
itu dalam kondisi yang seperti ini tentunya pemerintah sebisa mungkin
untuk menyesuaikan kondisi sekarang ini tanpa mengesampingkan

kebutuhan masyarakat.

Meskipun pandemi Covid-19 di Kota Surabaya seiring
berjalannya waktu jadi berkurang, tetapi Pemkot Surabaya masih
mengusahakan memberikan pelayanan yang terbaik dan selali
memperhatikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh
pemerintah. Informasi terkininya, Dispenduk dan Capil Kota Surabaya

telah mengeluarkan layanan guna memudahkan masyarakat di tengah
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pandemi Covid-19 melalui website KLAMPID. Seperti halnya yang

dikatakan oleh bapak Muhammad Rossi bagian pelayanan:

“Inovasi yang dilakukan oleh Dispenduk yaitu melakukan
semua pelayanan dengan online semua, karena sat pandemi
gini juga gak bisa kalo pelayanan secara tatap muka malah
nanti menimbulkan cluster baru. Untungnya Dispenduk sudah
mempunyai website KLAMPID untuk pelayanan secara online
kalau dulu masih belum optimal penggunaannya, untuk
sekaran dioptimalkan agar pelayanan secara online bisa
berjalan lancar dan minimal gangguan. >

Dari pendapat Bapak Rosi diatas, ditengah keadaan pandemi
Dispenduk dan Capil langsung melakukan inovasi pelayanan secara
online agar pelayanan publik bisa berjalan kembali walaupun tidak
secara langsung. Dispenduk dan Capil juga lebih mengoptimalkan
website KLAMPID agar warga dalam menggunakan pelayanan bisa
dengan tenang. Dari pihak IT Dispenduk dan Capil Kota Surabaya
berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjadinya gangguan ketika

warga sedang menggunakan website KLAMPID.

Untuk saat ini memang semua sudah dialihkan untuk diarahkan
melayani secara online sehingga para pemohon bisa mengakses
langsung dari rumah tanpa harus datang ke Dispenduk dan Capil Kota
Surabaya. Dia juga mengakui bahwa jumlah pemohon pelayanan
publik selama pandemi Covid-19 itu memang turun dari hari-hari
biasanya tidak seperti sebelum adanya pandemi ini yang tiap hari

jumlah pemohonnya makin meningkat.

ssBapakMuhammad Rosi — pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian
pelayanan publik. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 26 November 2020 pukul 09
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Apabila dilihat pelayanan di Mall Pelayanan Publik Siola pun
juga terlihat sepi pengunjung. Namun, meskipun sepi pengunjungtetap
masih ada yang bergiliran berjaga di kantor, jadi kantor tetap ada yang
jaga meskipun tidak ada aktivitas di dalamnya. Sesuai dengan surat
edaran pemerintah, sebagian karyawan sudah ada yang WFH (work
from home). Kerjaannya tetap jalan karena prosesnya pakai internet.
Jadi, staff dan karyawan tetap kerja dengan memproses dari
rumah.Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Muhammad Rossi

bagian pelayanan:

“Dampak dari adanya pandemi ini kantor Dispenduk menjadi
sepi karena pelayanan yang dilakukan secara online, dan
tentunya karena pelayanan online presentase pelayanan sangat
turun dari sebelumnya pelayanan yang dilakukan secara tatap
muka"™®

Dari pendapat Bapak Rosi bisa dikatakan banyak warga
Surabaya masih belum paham untuk melakukan pelayanan secara
online. Karena apa yang dibilang Bapak Rosi tadi jumlah pelayanan
menurun drastis, seharusnya jika warga Surabaya sudah paham
melakukan pelayanan secara online presentase pengguna pelayanan
pubilik tidak akan menurun. Karena yang berbeda hanya prosedur
pelayanannya saja yang dilakukan secara online dari rumah tanpa perlu
datang ke Dispenduk dan Capil Kota Surabaya, bahkan warga
Surabaya diuntungkan tidak perlu keluar rumah karena adanya

pandemi Covid 19.

56BapakMuhammad Rosi — pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian
pelayanan publik. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 26 November 2020 pukul 09
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Karena kasus Covid 19 di Kota Surabaya berangsur membaik.
Dispenduk dan Capil akan dibuka kembali agar memberikan pelayanan
terhadap warga Surabaya terhitung mulai hari Selasa pada tanggal 8
September 2020. Namun meski pelayanannya telah dibuka, tetapi
sistemnya tetap dilakukan secara online, jadi masyarakat tetap harus
mengakses dari rumah tanpa harus bertatap muka dengan karyawan

dan staff Dispenduk dan Capil Kota Surabaya.

Untuk pelayanan tatap muka mulai aktif mulai jam 8 pagi
sampal jam 9 malam. Namun bagaimana apabila ada masyarakat yang
tiba-tiba datang, Tidak akan dilayani secara tatap muka, kami akan
tetap mengarahkan mereka untuk mengakses serta mendaftar terlebih
dulu melalui situs online yang telah kami sediakan. Terkeuali bagi
yang sudah memiliki jadwal untuk proses perekaman E-KTP
diperbolehkan untuk masuk. Dikhawatirkan, apabila yang tiba-tiba
datang ini dilayani, maka akan mengajak orang-orang lain datang
berbondong-bondong ke Siola sehingga mengakibatkan kerumunan,
jadi yang seperti ini memang kurang bagus apabila diterapkan karena

juga demi keamanan dan kesehatan semua orang.

“Pada pertengahan pandemi akhirnya kami para pegawai
sudah mulai masuk semua tanpa adanya pengurangan jam
kerja, karena pada pertengahan pandemi warga yang
melakukan pelayanan sudah cukup banyak, ika para pegawai
masih ada beberapa yang masih Work From Home akan
kualahan kalau yang masuk hanya setengah pegawai. Maka
dari itu para pegawai dimasukkan semua tetapi pelayanan
yang dilakukan masih secara online dan warga yang datang
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masih belum diperbolehkan masuk dan dianjurkan melakukan
secara online oleh linmas yang menjaga di depan. ™’

Seperti yang dikatakan Bapak Rosi pada pertengahan pandemi
kantor Dispenduk dan Capil Kota Surabaya sudah dibuka kembali.
Tetapi untuk pelayanannya tetap masih secara online karena untuk
tidak terjadinya kerumunan di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya.
Tujuan dibukanya kembali Dispenduk dan Capil karena pelayanan
yang makin meningkat agar tidak membuang waktu terlalu lama ketika
pengurusan akhirnya Dispenduk dan Capil mengambil keputusan

untuk buka kembali.

Dalam perekaman e-KTP, memang warga Kota Surabaya tidak
hanya harus bertatap muka langsung dengan pegawai Dispenduk dan
Capil. Bahkan, ada tahapan-tahapan yang harus ada sentuhan tangan.
Terutama saat perekaman sidik jari pemohon. Biasanya, petugas

meminta pemohon meletakkan sidik jari ke alat pemindai sidik jari.

Pelayanan perekaman E-KTP yang nantinya disuguhkan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabayahanya
sebatas pengambilan foto, perekaman iris mata dan, sidik jari. Namun
tetap sesuai dengan anjuran pemerintah untuk selalu mengikuti
protokol kesehatan yang berlaku, untuk mencegah sekaligus

mengurangi resiko dari penularan virus Covid-19 ini.

5’BapakMuhammad Rosi — pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian
pelayanan publik. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 26 November 2020 pukul 09

35.
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“Untuk melakukan pendaftaran E-KTP semua dilakuakan
secara online, dari upload berkasa dan persyaratannya
dilakukan secara online melalui website KLAMPID, tetapi
untuk proses perekaman sidik jari dan lain-lain itu dilakukan
secara tatp muka di Siola. Untuk melakukan perekaman secara
langsung nanti ada pemberitahuan jadwalnya melalui website
KLAMPID jadi ketika sudah di Siola tidak perlu antri lama
lagi, dan dipastikan tidak ada kerumunan yang terjadi ketika
melakukan proses perekaman E-KTP "8

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sulistyawati ketika sedang
mengururs persyaratan administratif dilakukan semuanya secara online
melalui website  KLAMPID. Untuk tahapan perekaman, warga
Surabaya harus nanti sudah mendapatkan jadwal yang diberi jadi kalau
ke Dispenduk dan Capil sesuai jadwal yang sudah ditentukan agar
tidak terjadinya penumpukan antrian, yang bisa menimbulkan
kerumunan ditengah pandemi Covid 19. Kapasitas yang tersedia di
Dispenduk dan Capil Kota Surabaya sudah dibatasi dan mereka harus

datang tepat waktu.

b) Pembukaan Pelayanan E-KTP di Tiap Keluarahan Masing-
Masing
Tidak semuanya warga Surabaya paham akan pelaksanaan
pelayanan E-KTP secara online. Sebenarnya melakukan pelayanan
secara online sangatlah mudah dan menghemat banyak tenaga tanpa
perlu wara-wiri untuk pergi ke Kantor Dispenduk dan Capil Kota
Surabaya. Tidak tinggal diam Dispenduk dan Capil Kota Surabaya

melakukan inovasi secara offline bagi warga yang belum paham

sslbu Sulistyawati — Pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian pelayanan
publik E-KTP. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 28 Juni 2020 Pukul 13.15.
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menggunakan website KLAMPID. Inovasi yang dilakukan Dispenduk
dan Capil Kota Surabaya dalam melakukan pelayanan E-KTP
dibukanya pelayanan di tiap kelurahan agar tidak terjadinya
kerumunan jika dikumpulkan jadi satu lagi di Dispenduk dan Capil
Kota Surabaya.
“Selain melakukan pelayanan E-KTP secara online kami dari
pihak Dispenduk melakukan inovasi yang lain yang berguna bagi
yang tidak paham dengan pelayanan E-KTP secara online. Maka
dari itu dibukanya pelayanan E-KTP di tingkat kelurahan agar
tidak mengumpul jadi satu di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya,
kalau sebelum adanya pandemi kelurahan hanya untuk meminta
surat pengantar pembuatan E-KTP,sekarang ketika pandemi

Dispenduk mengalihkan semua pelayanan E-KTP secara online di
Kelurahan. ™>°

Seperti yang dikatakan oleh lbu Sulistyawati, bisa dikatakan jika
pelayanan E-KTP secara offline terkadang masih dibutuhkan bagi
beberapa warga di Surabaya. Karena tidak semuanya bisa paham
dengan pelayanan secara online, dan solusi dari Dispenduk dan Capil
Kota Surabaya membuka pelayanan E-KTP di tiap Kelurahan agar
tidak terjadi penumpukan pelayanan di Dispenduk dan Capil Kota
Surabaya. Bahkan solusi yang dilakukan oleh Dispenduk dan Capil
Kota Surabaya sangat menguntungkan bagi warga karena tidak perlu

wara-wiri jauh cukup di Kelurahan sesuai tempat tinggal.

Untuk mengisi permohonan ke website KLAMPID beserta scan
dokumen pendukung akan dilakukan oleh petugas registrasi di

Kelurahan. Untuk bukti bahwa proses registrasi permohonan

59bu Sulistyawati — Pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian pelayanan
publik E-KTP. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 28 Juni 2020 Pukul 13.15.

85



elektronik sudah dilakukan melalui klampid oleh petugas Kelurahan,
selanjutnya maka pemohon diberi kitir elektronik yang ada QR Code
yang berfungsi untuk proses pengecekan progress permohonan sudah
sampai mana dan untuk mengecek keaslian Kitir elektronik tersebut.
Bahkan untuk proses perekaman sidik jari, tanda tangan dan iris
mata dilakukan di Kelurahan masing-masing, bagi untuk warga yang
sudah mengajukan registrasi di kelurahan. Untuk yang belum
mengajukan registrasi di Kelurahan tetap untuk melakukan perekaman
di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya. Setelah itu pemohon hanya
tinggal menunggu proses verifikasi dan validasi dari petugas
Dispenduk dan Capil Kota Surabaya, dan hasilnya akan diterima dalam
bentu PDF dan ada tanda tangan elektronik oleh petugas registrasi

kelurahan dan dapat di print di kantor Kelurahan.

Pelayanan Home Delivery E-KTP Dimasa Pandemi Covid 19
Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Meskipun pemberian
layanan publik di masa pandemi Covid 19 merupakan sebuah
tantangan tersendiri. Dispenduk dan Capil Kota Surabaya melakukan
inovasi pelayanan E-KTP untuk memudahkan masyarakat mendapat

akses pelayanan di masa pandemi.

Rancanagan ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2019 tetapi

masih belum dijalankan. Dengan adanya pandemi seperti sekarang ini
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membuat Dispenduk dan Capil Kota Surabaya melakukan inovasi
pelayanan E-KTP agar ketika melakukan pelayanan seminimal
mungkin dilakukan secara tatap muka. Maka dari itu Dispenduk dan
capil Kota Surabaya melakukan inovasi lagi yang dinamakan Home

Delivery.

“Inovasi yang kami berikan lagi yaitu home delivery, jadi
warga yang sudah melakukan upload persyaratan hingga
perekaman E-KTP, ketika E-KTP tersebut sudah jadi warga
tidak perlu mengambil ke Dispenduk karena sudah diantar
dirumah. Tujuannya dilakukan ini yaitu tidak terjadinya
kerumunan atau penympukan antrian di Dispenduk. Dan untuk
menjalankannya kami dari Dispenduk bekerjasama dengan PT
Pos Indonesia.”®°

Seperti yang dikatakan bu Sulistyawati diatas, Home delivery
adalah proses pelayanan untuk pengambilan E-KTP yang sudah jadi.
Tetapi untuk pengambilannya tersebut warga Surabaya tidak perlu
datang ke Dispenduk dan Capil untuk mengambil E-KTP, cukup hanya
dirumah nanti E-KTP tersebut diantar. Karena ditengah pandemi
seperti ini jika terjadi kerumunan bisa munculnya cluster baru,
makanya Dispenduk dan Capil melakukan inovasi pelayanan yang
dinamakan Home Delivery untuk meminimalisir terjadinya

pengumpulan warga Surabaya.

Untuk mendaftar pelayanan Home Delivery, dilakukan ketika
warga Surabaya sedang proses perekaman E-KTP. Jadi warga

Surabaya disuruh menulis nama lengkap, alamat, dan nomor telepon

60lbu Sulistyawati — Pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian pelayanan
publik E-KTP. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 28 Juni 2020 Pukul 13.15.
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yang aktif agar mudah untuk dihubungi. Ketika proses pengiriman E-

KTP yang sudah jadi tidak dikenakan biaya sepeserpun atau gratis.

3. Kemudahan Pelayanan E-KTP Semasa Pandemi Covid 19
Pemerintah Kota Surabaya saat ini sudahmulai memberlakukan
secara onlineatau biasa disebutE-Governmentyang membentuk keperluan
terhadap seluruh tingkatan instansi, juga menjadi tanggungjawabdari
padatnya dilaksanakannya work from home. Doterapkannyae-government
yang Kkian padatkarena efek dari Work From Homeharus terus
dikembangkan pemanfaatannya dierasekarang, agar terbenttuknya

penerapanakan serba online.

Kemudahan dialami oleh warga Surabaya warga Surabaya yang
menggunakan pelayanan publik di Dispenduk dan Capil. Kemudahan yang
didapat oleh warga Surabaya yaitu tidak perlunya datang jauh-jauh ke
kantor Dispenduk dan Capil Kota Surabaya, Warga Surabaya hanya
tinggal membuka website  KLAMPID yang sudah disediakan oleh
Dispenduk dan Capil Kota Surabaya dan didalam website KLAMPID
tersebut juga sudah ada persyaratan apa saja yang harus dijadikan berupa
file PDF lalu tinggal upload. Dan jika memang ada file yang salah ataupun
kurang pihak dari Dispenduk dan Capil juga akan mengkonfirmasi lewat
KLAMPID dan kita hanya merubah saja sesuai perintah yang sudah tertera
di website KLAMPID. Hal tersebut juga dikatakan oleh Muhammad
Zidane Ferdiansyah selaku warga Surabaya syang sedang melakukan

pelaksanaan pelayanan publik E-KTP:
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“Untuk kemudahan yang saya dapatkan ketika pelayanan secara
online gak perlu ragi ke Siola buat ngurus E-KTP cukup buka
website terus tinggal upload data-data yang diperlukan. "

Hal serupa juga disampaikan oleh Herlambang Aditama selaku

warga Surabaya yang sedang melakukan pelaksanaan pelayanan E-KTP:

“Aslinya lebih enak secara online untuk melakukannya, soalnya
semua persyaratan juga sudah tertera di website jadi aku Cuma
tinggal upload data saja yang dijadikan pdf, jadi gaperlu fotocopy
buat persyaratan dan gak mengeluarkan tenaga buat ke Siola
cukup dirumah tinggal upload sudah beres "%

Kemudahan yang lain yaitu berupa diuntungkannya bagi warga
Surabaya yang sedang melakukan pembuatan E-KTP. Karena semua
dilakukan secara online cukup untuk perekaman E-KTP saja yang
dilakukan langsung secara tatap muka, tetapi tetap harus selalu
menerapkan protokol kesehatan ketika proses perekaman E-KTP. Untuk
pengambilan E-KTP juga mendapatkan kemudahan lagi karena E-KTP
yang sudah jadi sudah diantar, jadi warga Surabaya tidak perlu datang ke
Dispenduk dan Capil Kota Surabaya untuk mengambil E-KTP. Hal
tersebut juga dikatakan olen Dwi Putri Novitasari selaku warga Surabaya

syang sedang melakukan pelaksanaan pelayanan publik E-KTP:

“Ketika mengurus E-KTP sebenarnya sudah sangat mudah semua
dan sangat menguntungkan bagi saya, karena hampir pelayanan
dilakukan dari rumah kecuali untuk perekaman E-KTP perlu
datang kesana setelah di Dispenduk pun hanya antri sebentar kira-
kira 15 menitan karena sudah ada jadwalnya yang sudah diinfokan
melalui website. Lalu untuk menerima E-KTP yang sudah jadi

6IMuhammad Zidane Ferdiansyah — Warga Surabaya selaku pengguna pelaksanaan
pelayanan E- KTP di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya. Wawancara dilakukan pada

hari Senin, 27 Juni 2021. Bertempat di i Undaan Peneleh 6 No 23, pukul 18. 15.
62Herlambang Aditama — Warga Surabaya selaku pengguna pelaksanan
pelayanan E-KTP di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya. Wawancara dilakukan
pada hari minggu, 26 Juni 2021. Bertempat i Pucangan 5 NO 4, pukul 09.30.
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Cuma nunggu dirumah karena sudah diantar dari pihak
Dispenduknya. "%

Dari ketiga narasumber tersebut bisa disimpulkan, dengan adanya
pandemi Covid 19 bisa mendapatkan keuntungan bagi warga yang ketika
ingin melaksanakan pelayanan E-KTP di Dispenduk dan Capil Kota
Surabaya. Karena kesiapan pelayanan yang dilakukan oleh Dispenduk dan
Capil berdampak positif bagi warga Surabaya, karena warga bisa
menghemat waktu dan tenaga ketika melakukan pelayanan. Bisa dikatakan
Dispenduk dan Capil Kota Surabaya sudah berhasil dalam menjalankan

pelayanan publik E-KTP dimasa pandemi Covid 19.

4. Hambatan Pelayanan E-KTP Semasa Pandemi Covid 19

Untuk melaksanakan pelayanan publik di Dispenduk Capil
ketika era pandemi Covid 19 sekarang ini pastinya ada hambatan yang
dihadapi, dan pastinya kesulitan melaksanakan pelayanan publik yang
dihadapi beda dari awal belum adanya pandemi Covid 19. Kesulitan
yang dihadapi oleh para pegawai Dispenduk dan Capil yaitu tidak
adanya tatap muka secara langsung oleh warga Surabaya ketika
mengurus sesuatu. Jika sebelum pandemi covid 19 melakukan para
pegawai Dispenduk dan Capil bisa menyampaikan kekurangan berkas
yang dibawa secara langsung, jika adanya pandemi Covid 19 benar
sudah disediakan website KLAMPID untuk menyampaikan

kekurangan file, tetapi kekurangannya yaitu warga Surabaya tidak

83Dwi Putri Novitasari - Warga Surabaya selaku pengguna pelaksanan pelayanan
E-KTP di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya. Wawancara dilakukan pada hari
minggu, 26 Juni 2021. Bertempat di Manyar Sabrangan IXB No 6, pukul 16.00.
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setiap saat membuka website KLAMPID dan proses tersebut yang
membuat waktu terbuang sia-sia. Berbeda dengan sebelum pandemi
covid 19 kekurangan berkas yang diberitahukan secara langsung
otomatis warga langsung menyiapkan berkas tersebut dan keesokan
harinya datang lagi ke kantor Dispenduk dan Capil untuk melakukan
kepengurusan pelayanan publik lagi.. Seperti halnya yang dikatakan

oleh bapak Muhammad Rossi bagian pelayanan:

“Pandemi seperti ini dalam menjalankan pelayanan publik pasti
ada hambatannya dan gak mungkin berjalan mulus, karena
berbeda dari sebelum pandemi. Hambatan yang sering kami
hadapi yaitu ketika warga melakukan keslahan input data dan
kekurangan input data yang diperlukan, emang kami sudah
memberitahukan lewat website KLAMPID tetapi kadang respon
dari warga yang sangat lama. Hambatan yang lainnya juga ketika
server sedang down karena penumpukan data pada website
KLAMPID. "%

Hambatan yang lain yaitu ketika stok blanko E-KTP habis,
karena banyknya warga mengurus E-KTP tetapi yang dikasih dari
pusat ada batasannya. Kesalahan tersebut sudah sering terjadi dari
sebelum adanya pandemi sampai sekarang. Tetapi Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengganti surat
pengganti E-KTP dan berlaku hanya sampai jika E-KTP yang asli
sudah jadi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu
Sulistyawati selaku pegawai Dispenduk dan Capil bagian pelayanan E-

KTP:

64BapakMuhammad Rosi — pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian
pelayanan publik. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 26 November 2020 pukul 09

35.
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“Hambatan tentu selalu ada terutama ketika stok blanko habis,
sebenarnya itu bukan kesalahan kami karena yang dikasih dari
pusat jumlahnya juga tidak terlalu banyak sedangkan yang
mengurus E-KTP jumlahnya banyak. Apalagi sekarang pandemi
sering telat dalam pengiriman blanko dari pusat ke Dispenduk
sehingga memakan waktu yang lama untuk jadinya E-KTP. Tetapi
kami mengatasi dengan surat pengganti E-KTP selama belum jadi,
surat pengganti E-KTP tersebut jika sewaktu-waktu dibutuhkan
oleh warga Surabaya untuk mengurus SIM atau pengurusan yang
lain sehingga bisa digunakan.®®

Dalam melaksanakan pelayanan publik kesulitan tidak hanya
dialami oleh para pegawai Dispenduk Capil Kota Surabaya namun
kesulitan juga dialami oleh warga Surabaya. Kesulitan yang dialami oleh
warga Surabaya yaitu belum kesiapannya menjalankan pelayanan publik
secara online di masa pandemi covid 19. Mungkin beberapa kalangan
umur seperti anak muda sudah bisa menjalankan pelayanan publik secara
online namun bagi kalangan yang sudah berumur tua sulit untuk
melaksanakan pelayanan publik secara online melalu KLAMPID yang
sudah disediakan oleh Dispenduk dan Capil Kota Surabaya.

Hambatan yang dialami oleh warga Surabaya dalam melaksanakan
pelayanan publik tidak hanya itu saja ada kesulitan lain yang mereka
hadapi. Kesulitan lain yang dihadapi warga Surabaya dalam melaksanakan
pelayanan publik secara online yaitu tidak pahamnya persyaratan yang
akan dibawa, memang persyaratan yang dibawa masih tetap saja sama
seperti sebelum adanya pandemiCovid-19, akan tetapi tidak sedikit juga
yamg belum paham melakukan scan menjadikan berkas menjadi

dokumenPDF, belum lagi jika adanya file yang salah ataupun file yang

65]bu Sulistyawati — Pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian pelayanan
publik E-KTP. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 28 Juni 2020 Pukul 13.15.
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kurang terkadang mereka juga tidak setiap saat membuka website
KLAMPID. Hal tersebut juga bisa menghambat proses pelaksanaan
pelayanan publik yang dilakukan oleh warga Surabaya.Hal tersebut juga
dikatakan oleh Herlambang Aditama selaku warga Surabaya syang sedang
melakukan pelaksanaan pelayanan publik E-KTP:
“Hambatan yg saya alami itu ketika upload data sebenarnya gak
hambatan Cuma takut aja jika ada yang kurang ataupun salah,
dan kalau ada yang salah pihak dari sana memberitahukannya

lewat website sedangkan saya sendiri tidak setiap saat membuka
website tersebut. %

Hal serupa juga disampaikan oleh Herlambang Aditama selaku

warga Surabaya yang sedang melakukan pelaksanaan pelayanan E-KTP:

“Sebenarnya hambatannya ya Cuma karena dari aku sendiri saja
yang kadang-kadang masih bingung mengoprasikan website
tersebut dan juga saya gak setiap saat membuka KLAMPID jadi
gak langsung tahu pemberitahuan yang disampaikan sama
Dispenduk '

Dari pendapat narasumber diatas bisa dikatakan jika hambatan
yang dialami karena adanya human error saja. Mungkin karena belum
terbasa menggunakan website tersebut jadi masih wajar jika hambatan itu

terjadi ketika melakukan pelayanan E-KTP.

86Herlambang Aditama - Warga Surabaya selaku pengguna pelaksanan

pelayanan E-KTP di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya. Wawancara dilakukan
pada hari minggu, 26 Juni 2021. Bertempat i Pucangan 5 NO 4, pukul 09.30.
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C.

Impilikasi Temuan Hasil Penelitian Dengan Teori Pelayanan Publik
Sianipar

Pelayanan publik wajib untukmengamatiapa saja kebutuhanyang
dibutuhkan oleh para pemohonnya. Secara garis besar, Sianipar
memaparkan bahwasanyapelayanan publik dapat dikatakan sebagai apa-
apa sajadari bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai
pemerintahan kedalam rupa jasa maupun barang, yang disesuaikan
terhadap keburuhan warga sertajuga berdasarkan dari ketetapan
perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan publik sebagai sektoryang
memberikan layanan terhadap kepentingan warga sebanding dengan

aturan-aturan pokok dan tata cara yang sudah ditetapkan.

Bentuk iti sudah dilakukan oleh Dispenduk dan Capil Kota
Surabaya dalam menerapkan inovasi pelayanan publik yang dilakukan
ketika masa pandemi Covid 19, dan juga warga Surabaya sebagai
pengguna pelayanan publik di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya juga
mengikuti inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dispenduk

dan Capil Kota Surabaya.

Menurut teori pelayanan publik yang dikemukakan oleh Sianipar
sudah terdapat implikasi dengan temuan data yang sudah saya temukan.
Seperti halnya dalam melakukan inovasi pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh Dispenduk dan Capil Kota Surabaya, di era pandemi
Covid-19 seperti ini Dispenduk dan Capil Kota Surabaya harus memutar

otak agar bisa melakukan inovasi supaya pelayanan publik masih tetap
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berjalan seperti biasanya walaupun dengan cara yang berbeda, seperti yang
dikatakan oleh Pak Rosi selaku pegawai Dispenduk dan Capil Kota

Surabaya bagian pelayanan:

“Saya dan para pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya
bagian pelayanan publik ketika masa pandemi seperti ini tentu
mempunyai cara kerja yang beda sebelum adanya pandemi Covid
19, seteah adanya pandemi Covid 19 ini tentunya ada inovasi yang
kami lakukan karena tidak bisanya bertemu langsung secara tatap
muka, dan hampir semua pelayanan juga dilakukan secara online
pelayanan tidak dilakukan secara online maka akan terhenti
semuanya, Kesulitan yang saya alami pun juga bertambah karena
adanya perbedaan sistem pelayanan publik ini ketika adanya masa
pandemi Covid 19. %

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sulistyawati pegawai

Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian pelayanan E-KTP:

“Untuk selama ini kami dan para pegawai bagian E-KTP selalu
menerapkan peraturan yang baru ketika menjalankan pelayanan,
karena pada pandemi covid 19 seperti sekarang ini juga gabisa
menggunakan pelayanan dengan cara yang lama, tentu juga ada
kemudahan dan kesulitan yang saya hadapi ketika kerja ditengah
pandemi seperti ini dan tentunya berbeda dari seblum adanya
pandemi Covid 19”%°

Keterangan diatas merupakan implikasi teori yang
dikemukakan oleh Sianipar dan data yang telah saya dapatkan
ketika melaksanakan turun lapangan. Implikasinya yaitu Pihak dari
Dispenduk dan Capil selaku aparatur pemerintah telah
menawarkan jasa yaitu berupa inovasi pelayanan publik ketika

adanya pandemi Covid 19, cara yang telah dilakukan yaitu

68BapakMuhammad Rosi — pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian
pelayanan publik. Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 26 November 2020 pukul 09

35.
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merubah cara kerja lama yang kegiatannya banyak bertatap muka
sekarang ber inovasi dengan seminimal mungkin tatap muka dan
pelaksanaan pelayanan publik secara online agar bisa
meminimalisir bertambahnya kasus Covid 19 ini. Implikasi dari
warga Surabaya yaitu harus mematuhi perubahan pelayanan publik

yang diterapkan oleh Dispenduk dan capil Kota Surabaya.

“Buat saat ini peayanannya saya mengikuti prosedur yang
sudah ditetapkan dari pihak Dispenduk, mungkin karena
keadaan sekarang masih pandemi covid 19. Untuk
prosedur pelayanan yang baru yang dilakukan oleh
Dispenduk sudah cukup baik jadi saya ketika melakukan
proses pengurusan online jadi lebih mudah. ™

Apa yang dikatakan oleh Muhammad Zidane Ferdiansyah
ada kaitannya dengan teori yang dikatakan oleh Sianipar. Sianipar
mengatakan jika dalam pelayanan publik mengikuti peraturan yang
sudah ditetapkan. Sama seperti yang dilakukan oleh pihak
Dispenduk dan Capil Kota Surabaya ditengah pandemi covid 19
sekarang ini pihak mereka melakukan salah satu inovasi pelayanan
publik yang dilaksanakan secara online, dimana warga Surabaya
ketika mau melakukan pengurusan juga harus mengikuti prosedur

yang ditetapkan oleh Dispenduk dan Capil Kota Surabaya.

Pada kondisi pandemi Covid 19 seperti ini Dispenduk dan
Capil Kota Surabaya tidak hanya melakukan penerapan pelayanan

E-KTP secara online saja. Penerapan pelayanan yang lainnya

70 Muhammad Zidane Ferdiansyah — Warga Surabaya selaku pengguna pelaksanaan
pelayanan E- KTP di Dispenduk dan Capil Kota Surabaya. Wawancara dilakukan pada
hari Senin, 27 Juni 2021. Bertempat di i Undaan Peneleh 6 No 23, pukul 18. 15.
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untuk melakukan pengurusan E-KTP yaitu seperti dibukanya
pelayanan E-KTP melaui Kelurahan-kelurahan terdekat, dan juga

melakukan pelayanan Home Delivery ketika E-KTP sudah jadi.

“Penerapan untuk pelayanan E-KTP saat ini tidak hanya
dilakukan secara online, bisa juga pelayanan E-KTP
tersebut dilakukan di Kelurahan-kelurahan. Tujuan
Dispenduk untuk membuka pelayanan E-KTP di tiap-tiap
kelurahan agar tidak terjadinya kerumunan massa di
kantor Dispenduk. Kalau di kelurahan kan yang kumpul
hanya warga yang ada di kelurahan tersebut tetapi kalau di
Dispenduk warga yang ada di Surabaya melakukan
pengurusan E-KTP bisa mengumpul di Dispenduk, yang
bisa membahayakan keselamatan warga Surabaya
ditengah pandemi Covid 79. "

Dari penjelasan dari Ibu Sulistyawati diatas ada kaitannya
dengan teori yang dikatakan oleh Sianipar. Pada kondisi pandemi
Coid 19 sekarang ini pihak dari Dispenduk dan Capil telah
membuat peraturan pelayanan E-KTP. Tujuan dibuatnya peraturan
untuk membuka pelayanan E-KTP di tiap-tiap kelurahan untuk
memudahkan para warga Surabaya. Penerapan peraturan tersebut
agar memudahkan warga Suraba agar tidak jauh-jauh ke
Dispenduk untuk melakukan pengurusan E-KTP, cukup bisa di
kelurahan setempat juga sudah bisa. Tujuan lain Dispenduk dan
Capil membuka pelayanan E-KTP bagi warga Surabaya ang belum
paham melakukan pelayanan secara online bisa datang ke
kelurahan untuk melakukan pengurusan E-KTP. Penerapan

peraturan yang dilakukan oleh Dispenduk dan Capil sudah cukup

71 Ibu Sulistyawati — Pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian pelayanan
publik E-KTP. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 28 Juni 2020 Pukul 13.15.
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optimal demi menekan penyebaran virus Covid 19. Dan sesuai
dengan teori Sianipar jika suatu Instansi pemerintah melakukan
peraturan baru maka warga juga harus mengikuti peraturan

tersebut.

“Inovasi selanjutnya yang Dispenduk dan Capil lakukan
yaitu melakukannya pelayanan secara Home Delivery,
bertujuan agar ketika E-KTP sudah jadi warga tidak perlu
mengambil ke Dispenduk. Cukup dirumah nanti E-KTP
tersebut diantar, bertujuan agar warga Surabaya tidak
menimbulkan kerumunan di Dispenduk supaya mencegah

penyebaran virus Covid 19.”"

Dari keterangan diatas sangat relevan dengan teori Sianipar.
Dari pihak Dispenduk dan Capil Surabaya melakukan inovasi
pelayanan Home Delivery agar warga Surabaya tidak perlu
mengambil E-KTP di kantor Dispenduk dan Capil Kota Surabaya.
Dan warga Surabaya harus mematuhi peraturan tersebut karena
juga dimudahkan tidak perlu keluar rumah untuk mengambil E-

KTP.

72 |bu Sulistyawati — Pegawai Dispenduk dan Capil Kota Surabaya bagian pelayanan
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penjelasan yang sudah peneliti kemukakan diatas, jadi bisa

diambil keseimpulan seperti berikut:

1 Pelayanan publik yang tersedia di Dipenduk dan Capil Surabaya
semasa pandemi covid 19 sudah cukup baik. Mulai dari bagian
Pembuatan E-KTP, Kartu keluarga, bagian. Pelaksanaan pelayanan
publik yang dilakukan oleh Dispenduk dan Capil semasa pandemi
Covid-19 ini berubah sebelum adanya pandemi covid 19, pelaksanaan
setelah adanya pandemi covid 19 banyak dilaksanakan secara daring
jadi untuk pelayanan publik secara tatap muka sangat dikurangi
berfungsi untuk meminimalisir tersebarnya virus covid 19.

2. Inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Dispenduk dan Capil di
saat pandemi Covid-19 inisudah baik dan terstruktur pelaksanaannya.
Bahkan pelayanan yang biasanya memakan waktu lama disaat
pandemi Covid-19 ini bisa memangkas waktu, karena inovasi
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dispenduk dan Capil Kota
Surabaya ini sudah cepat dan pelaksannannya pun juga online. Inovasi
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dispenduk dan Capil ini juga
menguntungkan bagi para pengguna pelayanan publik di Dispenduk
dan Capil dan juga tentunya para pegawai yang bekerja di bagian

pelayanan Dispenduk dan Capil Kota Surabaya.
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Sebenarnya pelayanan yang Dispenduk dan Capil Kota Surabaya
sudah cukup baik, karena sistemnya yang sekarang sudah online jadi
sering terkendala error, yang menyebabkan masyarakat yang ada disitu
menunggu lebih lama lagi dan harus butuh beberapa hari lagi untuk
kembali lagi ke Dispenduk dan Capil Kota Surabaya. semoga untuk
kedepannya untuk kendala error tersebut bisa diminimalisir supaya
masyarakat Surabaya tidak bolak-balik ke Dispenduk dan Capil Kota
Surabaya.

Tidak hanya itu saja, memang inovasi pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh Dispenduk dan Capil sudak cukup baik dan tertata rapi,
tetapi masih banyak warga Surabaya selaku pengguna pelayanan publik
masih banyak belum paham melaksanakannya dikarenakan pelayanan
yang dilakukan sudah hampir semua dilaksanakan secara online.
Seharusnya pihak dari Dispenduk dan Capil harus mensosialisasikan dulu
ketika sudah ada inovasi pelayanan publik, memang sudah dilakukan
sosialisasi tetapi masih belum secara merinci untuk sosialisasinya dan itu
juga hanya lewat website dan tidak semua kalangan usia bisa mengakses

internet dengan mudah.
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